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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER - 12 [PB/2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DOMESTIK

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

fa. babhwa dalam rangks mengimplementasikan salah satu

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Keeil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyvukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan I[ndonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
dipandang perlu untuk menggunakan Kartu Kredit
Pemerintah dengan skema pemrosesan domestik sebagal
alat pembayaran belanja barang/jasa Pemerintah atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan
skema pemrosesan domestik sebagai alat pembayaran
sehagaimana dimaksud dalam huruf a adalah khusus
dalam rangka penggunaan Uang Persediaan;

bahwa Pasal 43 avat (5a) Peraturan Menteri Keuangan
Nomeor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, mengatur pembayvaran tagihan melalui
mekanisme uang perscdiaan dapat dilakukan dengan
Kartu Kredit Pemerintah;

bahwa agar pelaksanaan anggaran belanja negara dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien, aman., dan
alountabel, perlu dilakukan tahapan implementasi
pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
dengan skema pemrosesan domestilk pada Satker yang
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pagu anggarannya dialokasikan pada Bagian Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu = menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B267);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMEK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayvaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1736);

Peraturan Menterli Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah [(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atlas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang
Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 855);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAE BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN
MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DOMESTIEK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1. Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran
dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan
untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu
dipenuhi terlebib dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit
Pemerintah, dan  Satker berkewajiban melakukan
pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang
disepakati dengan pelunasan secara sckaligus.

2. Kartu Kredit Pemerintah Domestik yang selanjutnya
disebut KKP Domestik adalah Kartu Kredit Pemerintah
dengan menggunakan skema pemrosesan domestik yang
dapat digunakan untuk transaksi pembayaran i
Indonesia.

3. Skema Pemrosesan Domestik adalah skema transaksi
pembayaran  domestik  yang  dijalankan  dengan
interkoneksi dan interoperable antarkanal pembavaran di
dalam negerni.

4, Pemegang KKP Domestik adalah pejabat dan/atau
pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kementerian
Negara,/Lembaga yang berstatus scbagai Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawal
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lainnya untuk melakukan belanja dengan KKP Domestik
berdasarkan penetapan oleh KPA.

Kementerian  Negara/Lembaga adalah  kementerian
negara/lembaga pemerintah nonkementerian
negara/lembaga negara.

Satuan Kerja yang selanjulnya disebut Satker adalah unit
organisasi lini Kementerian Negara/lLembags vang
melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab
pPengEUnaan angEaran.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perscorangan atau badan hukum Koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, vang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan
budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan danj/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktf vang berdin
sendiri, yvang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung meaupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimalksud
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Ralcyat.
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Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran vang selanjutnya
disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang digunakan sebagai acuan Pengpuna Angparan
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

Pengguna Anggaran yvang selanjutnva disingkat PA adalah
pejabat yang memegang kewenangan penggunaan
anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembapa vyang
bersangkutan.

Kuasa Pengguna Angparan yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab pengegunaan anggaran pada Kementerian
MNegara/Lembaga vang bersanglkutan.

Pejabat Pembuatl Komitmen vang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
vang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBN,

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayvar yvang
selanjutnya disebul PPSPM adalah pejabat vang diberi
kewenangan oleh PAJKPA untuk melakukan pengujian
atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.

Bendahara Pengeluaran vang selanjuinya disingkat BP
adalah orang yang ditunjuk untuk mencrima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uwang untuk  keperluan
Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara pada Kantor/Satker Kementerian
Negara/lLembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah orang wang ditunjuk untuk
membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada
vang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
tertentu.
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Administrator KKP Domestik adalah pejabat dan/atau
pegawai di lingkungan Satker yang berstatus scbagai
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan tugas
tertentu  terkait dengan penggunaan KKP Domestik
berdasarkan penetapan oleh KPA.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya
disebut DJPb adalah Unit Organisasi lini Kementerian
Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan vang dipimpin oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan mengenal organisasi dan  tata kera
Kementerian Keuangan yang salah satu tugasnya adalah
menyelenggaraltan  perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah TDAJPb yvang selanjutnya disebut Kanwil
DJPb adalah instansi vertikal DJPb yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPb
vang berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Kepala Kanwil DJPh.

Bank Penerbit KKP Domestik adalah Bank yang
menerbitkan KKP Domestik untuk kegiatan Satker.
Daftar Pembayaran Tagihan KKP Domestik yang
selanjutnya disebut DPT KKP Domestik adalah daftar
hasil wverifikasi PPK wang memuat informasi nama
Pemegang KKP Domestik, nomor KKP Domestik, jenis
belanja barang, rincian pengeluaran, pembebanan
anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar
kepada Bank Penerhit KKP Domestil.

Pembayaran Langsung vang selanjutnya disebut
Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan
langsung kepada BP/penerima hak lainnya atas dasar
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perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat
perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah
Membayar Langsung,

Uang Persediaan yang sclanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumiah tertentu yang diberikan
kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-
hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut
sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung.

UP Tunai adalah uvang muka kerja dalam jumlah tertentu
yvang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP
melalui  rekening BF untuk membiayai kegiatan
operasional  sehari-hari  Satker atau  membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah
murni.

UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang
diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit
kepada BP/BPP vang penggunaannya dilakukan dengan
Kartu Kredit Pemerintah untuk membiayai kegatan
operasional  schari-hari Satker atau  membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah
murni.

UP KKP Domestik adalah uang muka kerja yang
merupakan bagian dari UP Kartu Kredit Pemerintah yang
diberikan dalam bentuk batasan belanja (limif) kredit
kepada BP/BPP vang penggunaannya dilakukan dengan
KKP Domestik untuk membiayai kegiatan operasional
schari-hari Satker atau membiayvai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui meckanisme pembayaran langsung yang sumber

dananya berasal dari rupiah murmni.
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Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya disinglat
TUP adalah uang muka vang diberikan kepada BP untuk
kebutuhan vang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan
melebihi pagu UP yang telah ditetapkan,

TUP KKP Domestik adalah uang muka kerja yang
diberikan dalam bentuk batasan belanja (limif] kredit
kepada BP/BPP untuk kebutuhan yang sangat
mendesak, tidak dapat ditunda, dan/ataun tidak dapat
dilakukan dengan Pembayaran LS dalam 1 (satu) bulan
melebihi pagu UP KKP Domestik yvang telah ditetapkan.
Pertanggungjawaban TUP KKP  Domestik  vang
selanjutnva disebut PTUP KKP Domestik adalah
pertangpungjawaban atas TUP KKP Domestik.

Surat Permintaan Pembayvaran vyang selanjutnva
digingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi permintaan pembavaran tagihan kepada
negard.

Surat Permintasan Pembayaran Penggantian Uang
Persediaan KKP Domestik vang selanjutnya disebut SPP-
GUP KKP Domestik adalah dokumen yang diterbitkan
olch PPK, wvang berisi pertanggungjawaban dan
permintaan kembali pembayvaran UP KKP Domestk.
Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan KKP Domestik yang
selanjutnya disebut SPP-FTUP KKP Domestik adalah
dokumen vang diterbitkan olch PPK, yang berisi
permintaan  pertanggungjawaban  atas  TUP  KKP
Domestik.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalsh dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM
untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA,

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan
KKP Domestik vang selanjutnya disebut SPM-GUFP KKP
Domestik adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM
dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan
untuk menggantikan UP KKP Domestik yang telah
dipakai.
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Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan KKP Domestik vyang
selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen yvang
diterbitkan cleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas
TUP KKP Domestik yang membebani DIPA.

Surat Perintah Bayar vang selanjutnya disebut dengan
SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada
BP untuk mengeluarkan UP yvang dikelola cleh BP sebagai
pembayaran kepada pihak yang dituju.

Surat Referensi adalah dokumen vang diterbitkan oleh
KPA Satker Kementerian Negara/Lembaga yang ditujukan
kepada Bank Penerbit KKP Domestik untuk menerbitkan
KKFP Domestik.

Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat
PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKP
Domestik vang menggunakan kartu debit dan/atau kartu
kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka
vang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus
untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKP
Domestik dalam melakukan transaksi.

Quick Response Code untuk Pembayaran yang
selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode
dua dimensi yvang terdiri atas penanda tiga pola persegi
pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan
atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau
piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data
alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan
untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh
melalui pemindaian.

Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response
Code Indonesian Standard) yvang selanjutnya discbut
ORIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam

memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
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BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Dircktur Jenderal ini mengatur mengenai tata cara
pembayvaran atas beban APBEN denpan mengpunakan KKP
Domestik dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui
mekanisme UP pada Satker selain Satker Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis.

Pasal 3

Penggunaaan KKP Domestik dalam penyelesaian tagihan
kepada negara melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 terbatas untuk penyelesaian tagihan belanja
barang dan belanja modal.

BAE T

PRINSIP DASAR

Pasal 4

(1) EKEKP Domestik merupakan alat pembayaran
menggunakan kartu dengan skema pemrosesan domestik
vang dapat digunakan Satker, untuk melakukan
pembayaran atas transaksi belanja negara dalam
penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.

(2) KKP Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan olch Bank Penerbit KKP Domestik.

{3) Bank Penerbit KKP Domestik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan bank yang sama dengan tempat
rekening BP/BPP dibuka dan kantor pusat bank tersebut
telah melakukan kerja sama dengan DJPhb.

(4) Penggunaan KKP Domestik dilakukan  dengan
memperhatikan prinsip scbagai berikut:
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fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (flextbility)
kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas
dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchanf
yahng menerima pembayaran melalui mesin Electronic
Data Capture (EDC)/media daring/ QRIS.

aman dalam bertransaksi dan menghindari
terjadinya penvimpangan (fraud) dari transaksi
secara tunai.

efektif dalam mengurangl UP yang menganggur (idle
cash) dan biayva dana [cost of fund} Pemerintah darn
transaksi UP.

akuntahbilitas pembayaran tagihan negara dan
pembebanan biaya penggunaan UP KKP Domestik,
mendukung akselerasi peningkatan penggunasan
produk dalam negeri vang disediakan oleh Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperast.

BAB IV

PROPORSI UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

UP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah.

Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sebagai berikut:

H.

UP Tunai scbesar 60% (enam puluh persen) dari
besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara;

UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% (empat
puluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata
cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara; dan



(1)

(2]

(3]

{4

(3]

- 13-

c. Proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana
dimalsud pada huruf b telah
memperhitungkan/mencaloup proporsi untulk KKP
Domestik,

Pasal 6

Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas

perubahan proporsi UP  Kartu Kredit Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Persetujuan atas perubahan proporsi UP Kartu Kredit

Pemerintah sebagaimana dimalksud pada ayat (1) berupa

kenaikan atau penurunan proporsi UP Kartu Kredit

Pemerintah.

Persetujuan atas kenaikan proporsi UP Kartu Kredit

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. kebutuhan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah
dalam 1 {satu} bulan, melampaui besaran UP Kartu
Kredit Pemerintah;

b. frekuensi penggantian UP Kartu Kredit Pemenntah
tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 [satu] kali
dalam 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun; dan/atau

¢. kebutuhan penggunaan KKP Domestik untuk
peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang
disediakan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi.

Persetujuan atas kenmikan propersi UP Hartu Kredit

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah

memperhitungkan/mencakup proporsi  untuk KKP

Domestik,

Persetyjuan atas penurunan proporsi UP Kartu Kredit

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam 1 (satu)
bulan, melampaw besaran UP Tunai;
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b. frekuensi penggantian UP Tunai tahun vang lalu
lebih dari rata-rata 1 {satu) kali dalam 1 (satu) bulan
dalam 1 (satu) tahun;

c. terbatasnya penyedia barang/jasa vang menerima

pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah
melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) vang
dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA;

d. terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima

pembayaran dengan KKF Domestik melalui QRIS
dan

e. terbatasnya jumlah produk dalam negeri yang

disediakan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Koperasi.

BAB V

ORGANISASI DAN MANAJEMEN PENGGUNA
KKP DOMESTIK

Bagian Kesatu
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pasal 7

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, DJPb mempunyai

tugas dan wewenang:

H.

melakukan perjanjian kerja sama induk dengan Kantor
Pusat Bank Penerbit KKP Domestik terkait koordinasi
pengembangan pelaksanaan pembavaran dengan KKP
Domestik dalam rangka standardisasi dan percepatan
pelayanan pembayaran dengan KKP Domestik;
melaksanakan sosialisasi penggunaan KKP Domestik
kepada Kementerian Negara/Lembaga dan para
pemangku kepentingan;

melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
pembayaran dengan KKP Domestik secara berjenjang dan
berleala: dan



P

melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pusat Bank
Penerbit KKP Domestik dan instansi terkait lainnya
dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan KKP
Domestik di tingkat pusat dan daerah.

Bagian Kedua
Dircktorat Pelaksanaan Anggaran

Pasal 8

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, Direktorat Pelaksanaan

Anggaran mempunyal tugas dan wewenang:

&,

menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik
Tingkat Pusat;

dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala KPPN
untuk memberikan surat teguran kepada KPA; dan

dapat memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Unit
Eselon | Kementerian Negara/Lembaga terkait perbaikan
pelaksanaan pembavaran dan pengeunaan KKP Domestik
di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga
bersangkutan,

Bagian Ketipa
Kantor Wilayvah Direkltorat Jenderal Perbendaharaan

Paral 9

Dalaim penggunaan UP KKP Domestik, Kanwil DJFDb

mempunyai tugas dan wewenang:

.

memberikan  persetujuan  sebagian  atau  seluruhnva
permohonan dispensasi perubahan besaran UP;
memberikan  persetujuan permohonan  perubahan
proporsi besaran UP Kartu KEredit Pemerintah;

menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik

Tingkat Kanwil DJPb;
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menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KEP
Domestik Tingkat Kanwil DJPb kepada Direktorat
Pelaksanaan Anggaran: dan

dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala KPPN

untuk memberikan surat teguran.

Bagian Keempat
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pasal 10

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, KPPN mempunyai

tugas dan wewenang:

il.

melakukan  penelitian besaran/proporsi  UP  KKP
Domestil;

menerbitkan Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah Satker;

melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja vang bisa
dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah, dan
besaran/perubahan besaran/perubahan proporsi UP
Kartu Kredit Pemerintah ke dalam Kartu Pengawasan
UP/TUP Kartu Kredit Pemerintah;

melakukan penilaian terhadap nilai batasan belanja
(imiff TUP KKP Domestik, pengeluaran pada rincian
rencana penggunaan yang akan dibiayai dengan TUP KKP
Domestik, pertanggungjawaban TUP KKP Domestik yvang
sebelumnya, periode penggunaan batasan belanja (i)
TUP KKP Domestik yang akan diberikan, dan pagu jenis
belanja vang bisa dibayarkan melalui UP KKP Domestik;
dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya
permohonan  TUP  KKP Domestik melalui  Surat
Persetujuan Pemberian TUP,

menalak permohonan TUP KKP Domestik dalam hal
pengajuan  permohonan TUP KKP Domestik tidalc

memenuhi ketentuan;
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menyampaikan persetujuan atau penolakan TUP KKP
Domestik kepada KPA;

melalukan pengujian atas SPM vang diajukan oleh
PPSPM;

menerbitkan SP2D atas SPM-GUP/PTUP KKFP Domestik
vang telah memenuhi persyaratan;

mengembalikan SPM-GUP/PTUP KKP Domestik kepada
PPSPM dalam hal SPM-GUF/PTUF KKP Domestik tidak
memenuhil persyaratan;

melakukan koordinasi dengan Satker terkait percepatan
penyelesaian tagihan KKP Domestik yang belum
dibayarkan;

melakukan evaluasi pembayvaran dan penggunaan KKP
Domestik oleh KPA;

menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembavaran dengan KKP Domestik
Tingkat KPPN;

dapat melakukan koordinasi dengan Satker terkait
penvusunan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik
Tingkat KPPN;

meminta Satker untuk melakukan  perccpatan
penyampaian laporan dalam hal KPPN belum menerima
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Satker;

menvampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayvaran dengan KKP

Domestik Tingkat KPPN kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan,

dapat memberikan surat teguran kepada Satker;
menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP
KKP Satker kepada Satker dan Bank Penerbit Kartu
Kredit Pemerintah dengan ditembuskan ke Kanwil DhPD;
dan

melaksanakan sosialisasi penggunaan KKP Domestik
kepada Satker dan para pemanghku kepentingan.
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Bagian Kelima
Kusasa Pengpuna Anggaran

Pasal 11

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, KPA mempunyai tugas

dan wewenang:

a.

menerbitkan Surat Pernyataan UP untuk diajukan pada
kesempatan  pertama  atau  bersamaan  dengan
penyampaian SPM-UP Tunai ke KPPN;

mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP
Kartu Kredit Pemerintah ke KPPN;

menctapkan Pemegang KKP Domestik dan Administrator
KKP Domestik;

menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKP Domestik;
melakukan perjanjian kerja sama Satker dengan masing-
masing Pejabat Bank Penerbit KKP Domestik tempat
rckening BP dibuka vang menjadi mitra kerjanva;
melakukan perjanjian kerja sama Satker dengan masing-
masing Pejabat Bank Penerbit KKP Domesuk tempat
rekening BPP dibuka dalam hal terdapat perbedaan bank
antara rekening BP dengan rekening BPP,

menyampaikan salinan perjanjian kerja sama Satker
kepada KPPN secara langsung atau melalui jasa
pengiriman;

menunjuk salah satu PPK sebagai koordinator dalam hal
terdapat lebih dari 1 (satu) PPK untuk 1 {satu) DIPA;
menyetujui/menelak scbagian) seluruhnya Daftar Usulan
Pemegang KKP  Domestik dan  Daftar  Usulan
Administrator KKP Domestik;

menetapkan daftar Pemegang KKP Domestik dan daftar
Administrator KKP Domestik dalam satu surat keputusan
KPA;

menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan KKP
Domestik kepada Bank Penerbit KKP Domestil;

membuat Surat Perjanjian Penggunaan KKP Domestik
denpan Pemegang KKP Domestik;
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menandatangani  Surat Perjanjian Penggunaan KKP
Domestik  setelah  terlebih  dahulu  dilakukan
penandatanganan oleh Pemegang KKP Domestik;
memberikan  persetujuan atas permintaan  kenalkan
batasan belanja {limit) KKP Domestik dan Pemegang KKP
Domestik;

menyampaikan permohonan persetujuan TUP  KKP
Domestik kepada Kepala KPPN;

dapat melakukan penonaktifan KKP Domestik karena
penyalahgunaan atau keadaan tertentu;

menerbitkan Surat Peringatan kepada Pemegang KKP
Domestik dalam hal terjadi penyalahgunaan KKP Domestik;
menerbitkan surat penonaktifan KKP Domestik;
menyampaikan Surat penonaktifan KKP Domestik kepada
Bank Penerbit KKP Domestik dengan tembusan kepada
Pemegang KKP Domestik;

melakukan pengawasan sccara internal atas kewajiban
pembayaran tagihan KKP Domestik agar tidak melewati
batas waktu/jatuh tempo pembayaran;

menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Internal
terkait norma waktu penggunasn, penyelesaian tagihan,
dan pertanggungjawaban KKP  Domestik dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melakukan  monitoring dan  ecvaluasi  terhadap
penyelesaian perjanjian kerja sama Satker, status KKP
Domestik, jumlah dan total [imit KKP Domestik yvang
disetujui oleh Bank Penerbit KKP Domestik, ringkasan
belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala;
dan

menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Maonitoring
dan Evaluasi Pelaksansan Pembayaran dengan KKP
Domestik Tingkat Satker secara triwulanan kepada KPPN.
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Bagian Keenam
Pejabat Pembuat Komitmen

Pa=al 12

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, PPK mempunyai tugas

dan wewenang:

.

i,

mencantumkan kebutuhan UP KKP Domestik dalam
Surat Pernyvataan UP;

menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKP Domestik
dan Daftar Usulan Administrator KKP Domestik kepada
KPA;

melakukan penpujian terhadap kebenaran data pihak
vang berhak menerima pembayaran atas beban APBN,
kebenaran materiil dan  perhitungan  bulkti-bukti
pengeluaran, kebenaran perhitungan Tagihan
fe-billing)/ Daftar ~ Tagihan  Sementara, kesesuaian
perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan
fe-billing) Daftar Tagihan Sementara, kesesuaian jenis
belanja yang dapat dibayarkan dengan KKP Domestik,
dan kesesuaian spesifikasi  teknis dan  volume
barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah
terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan
oleh penyedia barang/jasa;

mengesahkan schagian / seluruhnya bukti-bukti
pengeluaran;

menolak bukti-bukti pengeluaran dalam hal terdapat
bulkti-bukti pengeluaran  yang tidak  memenuhi
ketentuan,

menerbitkan DPT KKP Domestik atas bukti-bukti
pengeluaran yang memenuhi ketentuan,

menyampaikan Surat Pemberitahuan Penolakan kepada
Pemegang KKP Domestik atas bukti-bukti pengeluaran
yvang tidak memenuhi ketentuan;

atas nama KPA menerbitkan SPBy;

menyampaikan SPBy kepada BP/BPF;



- 20} -

memastikan kelengkapan pengisian data pada aplikasi
yang disediakan oleh DJPh, paling sedikit meliputi nama
bank penerbit KKP Domestik, nomor rckening BP/BFP,
nama Satker, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Satker,
alamat Satker, nama Toko/Penyedia Barang/Jasa, Nomor
Pokok Wajib Pajak (NFWP) Toko/Penyedia Barang/Jasa,
alamat Toko/Penyedia Barang/.Jasa, tanggal transaksi,
rincian transaksi, dan nilai transaksi;

menerbitkan dan menyampaikan SPP-GUP/SPP-PTUP
KKP Domestik kepada PPSPM; dan

melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKP

Domestik.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penanda Tangan 5FM

Pasal 13

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, PPSPM mempunyai

tugas dan wewenang:

a.

melakukan pengujlian atas SPP-GUP/SPP-PTUP KKFP
Domestik beserta dokumen pendukung VAang
disampaikan oleh PPK;

menerbitkan SPM-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik dalam
hal SPP-GUP/SPP-PTUP KKP Domestik telah sesuai
dengan ketentuan;

mengembalikan  SPP-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik
kepada PPK dalam hal SPP-GUP/SPM-PTUP KKP
Domestik belum sesuai dengan ketentuan;
menandatangani SPM-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik
vang diterbitkan;

menyampaikan SPM-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik
beserta arsip data komputer kepada KPPN; dan
menyimpan seluruh dokumen kelengkapan beserta
bukti-bukti pendukung sebagai dasar pengujian dan
penerbitan SPM.
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Bagian Kedelapan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 14

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, BP/BPP mempunyai
tugas dan wewenang:

=

menyvampaikan kebutuhan UP EEKP Domestik Satker
kepada PPK;

melampirkan daftar rincian vang menyvatakan jumlah UP
Tunai, UP Kartu Kredit Pemerintah, dan UP KKP
Domestik yang dikelola oleh masing-masing BPP dalam
pengajuan UP dan/atau pengajuan perubahan besaran
UP Kartu Kredit Pemerintah Satker ke KPPN;

melakukan pengujian atas SPBy, pengujian ketersediaan
dana UP KKP Domestik, penyusunan daftar
pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan
dalam SPBy;

mengajukan permintaan penggantian UP KKP Domestik
kepada PPK  dengan menyampaikan SPBy, daftar
pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan
dalam SPBy, beserta dokumen pendukung;

menolak SPBy vang diajukan dan mengembalikan kepada
PPK dalam hal SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;

mengajukan permintaan pembayaran
pertanggungjawaban TUP KKP Domestik kepada PPK
dengan menyampaikan SPEy, daftar pungutan/potongan
pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta
dokumen pendukung dalam hal pengujian SPBy telah
memenuhl persyaratan;

melakukan  pemungutan/pemotongan  Pajak/bukan
pajak atas tagihan dalam SPBy dan melakukan
penvetoran atas pemungutan/pemotongan pajak/bukan
pajak ke kas Negara sebelum melakukan pembayaran
tagihan KKP Domestik; dan
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melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik melalu
pendebitan rekening BP/BPP ke rekening Bank Penerbit
KKP Domestik setelah pencairan dana SP2D
diterima/masuk ke rckening BP/BFPP.

Bagian Kesembilan
Pemegang KKP Domestik

Pasal 15

Dalam penggunaan UP KHKP Domestik, Pemegang KRP

Domestik mempunyai tugas dan tanggung jawab:

.

membuat dan menandatangani  Surat  Perjanjian
Penggunaan KKP Domestik dengan KPA;

memastikan kembali ketersediaan rckening tabungan
dan gawai (handphone] berbasis ios/iphone atau android
milik pribadi;

mengunduh aplikasi mobile banking yang resmi milik
Bank Penerbit KKP Domestik melalui google ploy
store/ apple store pada gawai (handphone) pribadi;
menginstal aplikasi mobile banking,

melakukan pendaftaran (register)] KKP Domestik pada
aplikasi mobile banking mengikuti mekanisme dan
ketentuan dari masing-masing Bank Penerbit KKP
Domestik;

melakukan aktivasi kartu dan request PIN KKP Domestik
untuk pertama kali sesuai mekanisme dan ketentuan dari
masing-masing Bank Pencrbit KKP Domestilg

melakukan transaksi belanja dengan KKP Domestik
menggunakan metode transaksi QRIS dari mobile banking
sesuai dengan kewenangan dan peruntukannya pada
merchant yang menggunakan QRIS

merahasiakan nomor kartu, PIN, One Time Password
(OTP), dan masa berlaku KKP Domestik;

secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP
Domestik untuk memastikan tidak terdapat transaksi
vang salah/tidak dialui {dispute);
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merahasiakan informasi mengenai data diri dan transaksi
KEKF Domestik kepada siapapun;

memilih merchani Transaksi Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik fe-commerce) yang menyediakan fasilitas
keamanan untuk transaksi secara daring;

dapat mengajukan permchonan penonaktifkan kepada
Administrator KKP Domestik dalam hal KKP Domestik
tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama;
mengumpulkan dokumen berupa Tagihan
fe-billing)/ Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat
Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak, dan bukti-bukti
pengeluaran;

membuat Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Operasional
Kantor Dengan KKP Domestik dan/fatau Daftar
Pengeluaran Riil Keperluan Perjalanan Dinas Jabatan
Dengan KKP Domestik;

menyampaikan Daftar Pengeluaran Rl Keperluan
Operasional Kantor Dengan KKP Domestik dan/atau
Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Perjalanan Dinas
Jabatan Dengan KEKP Domestik kepada PPK; dan

dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau
tertulis kepada Bank Penerbit KKP Domestik vang
menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam
penggunaan KKP Domestik,

Bagian Kescpuluh
Adminigtrator KEKP Domestile

Pasal 16

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, Administrator KKP

Domestik mempunyail tugas dan wewenang:

H.

melakukan aktivasi KKP Domestik dan request/aktivasi
PIN KKP Domestik melalui call centerf/layanan pesan
singkat (Short Message Service) atau sarana lainnya;

meminta kenaikan batasan belanja (limif) KKP Domestik
secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit

KKP Domestik melalui surat elektronik dan/atau sarana



- 24 .

tercepat lainnya sctelah mendapat persetujuan dari KPA
atau berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian TUP KKP
Domestik;

menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (Timit)
KKP Domestik, periode kenaikan batasan belanja (Timit}
KKP Domestik, serta nomor dan nama KKFP Domestik
kepada Bank Penerbit KKP Domestik dalam hal
permintaan  kenaikan batasan belanja (limit) KKP
Domestik scecara sementara atau berdasarkan Surat
Persetujuan Pemberian TUP KKP Domestik;
menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (fimit)
KKP Domestik, periode permanen, serta nomor dan nama
KKP Domestik kepada Bank Penerbit KKP Domestik
dalam hal permintsan kenaikan batasan belanja {limif)
KKP Domestik secara permanen;

melakukan monitoring pengembalian batasan belanja
{timit) KKP Domestik secara sementara ke batasan belanja
(limit)] awal setelah periode kenaikan batasan belanja
(limit] sementara/masa berlaku penggunaan TUP KKF
Domestik berakhir;

mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja
flimit) KKP Domestik ke batasan belanja (limit) awal
kepada Bank Penerbit KKP Domestik dalam hal batasan
belanja  (limit) KKP Domestik yang dinaikkan secara
sementara tidale kembali ke batasan belanja (limif) awal
setelah periode beralkhir;

meminta penyetoran kembali atas  keterlanjuran
pembayaran kepada Bank Penerbit KKP Domestik melalui
surat clektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah
mendapat persetujuan dari PPK; dan

menginformasikan nilai  keterlanjuran pembayaran,
nomor dan nama KKP Domestik, bukti-bukti
pembayaran | pemindahbukuan  yang sah, dan nomor
rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada
Bank Penerbit KKP Domestik dalam hal penyetoran

/

kembali atas keterlanjuran pembayaran.
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Bagian Kesebelas
Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik

Pasal 17

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, Kantor Pusat Bank

Penerbit KKP Domestik mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan perjanjian kerja sama induk dengan DJPb
terlebih dahulu sebelum penandatanganan perjanjian
kerja sama Satker:

b. melaksanakan sosialisasi penggunaan KKP Domestik
kepada Kementerian Negara/Lembaga dan para
pemangku kepentingan;

c. memastikan standardisasi pelayanan dalam percepatan
penandatanganan perjanjian kerja sama Satker beserta
addendum telah dilaksanakan pada seluruh cabang Bank
Penerbit KKP Domestik vang menjadi mitra kerja Satker
baik di tingkat pusat dan/atau daerah, meliputi:

1} penggunaan perjanjian kerja sama Satker yang telah
distandardisasi; dan

2) penandatanganan perjanjian kerja sama Satker
dilakukan antara KPA Batker dengan Pejabat Bank
Penerbit KKP Domestik vang berwenang yang
menjadi mitra kerjanya.

d. memastikan standardisasi pelayanan penerbitan KKP
Domestik telah dilaksanakan pada Bank Penerbit KKP
Domestik, meliputi:

1} penyederthanaan  persyaratan  dokumen  yang
diperlukan dalam permohonan penerbitan KKP
Domestik; dan

2) lkesiapan dan pencetakan desain kartu, formulir
aplikasi, PIN, dan semua materi promosi lain terkait
KKP Domestik.

c. memastikan standardisasi pelayanan dalam
penggunaan, pembayaran KKP Domestik telah
dilaksanakan pada seluruh cabang Bank Penerbit KKP
Domestik yang menjadi mitra kerja Satker baik di tingkat

pusat dan/atau daerah, meliputi:
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2)

3

4]

5)

6]
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pelaksanaan operasional KKP Domestik secara
menyeluruh;

penerbitan dan penyampaian tagihan dalam bentuk
e-billing kepada pemegang KKP Domestik dan/atau
Administrator KKP Domestik;

penyediaan manfaat dan layanan KKP Domestik,
berupa layanan pengaduan telepon 24 jam khusus
KKP Domestik, KKP Domestik #ravel msurance,
danfataun KKP Domestik tim services/personal
assistant/ helpdesk;

penyvediaan aplikasi daring perbankan oleh Bank
Penerbit KKP Domestik yang dapat diakses olech
Satker untuk melakukan monitoring penggunaan
KKP Domestik dan menghasilkan Daftar Tagihan
Sementara,

mengupayakan perluasan/penambahan merchant di
daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota di  seluruh
Indonesia, dan

melakukan koordinasi dengan DJPb apabila terjadi
permasalahan dalam pelaksanaan KKP Domestilk di
tingkat pusat dan/atau daerah.

Bagian Kedua belas
Bank Penerbit KKP Domestik

Pasal 18

Dalam penggunaan UP KKP Domestik, Bank Penerbit KKP

Domestik mempunyai tugas dan wewenang:

a.
b.

menandatangani perjanjian kerja sama Satker;
mengirimkan rangkap 1 (satu) asli perjanjian kerja sama
Satker kepada KPA melalui sarana penginman lercepat;
melakukan verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan

KKP Domestik dan dokumen pendukung termasuk juga

verifikasi atas persetujuan pemberian batasan belanja

(limit) KKP Domestik;
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menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) melalui Short
Massage Service (SMS) atau sarana lainnya dan welcome
pack dalam bentuk hsik surat melalui sarana pengiriman
tercepat kepada KPA dan pemegang KKP Domestik dalam
hal hasil verifikasi atas Surat Permohonan Penerlatan
KKP Domestik dan dokumen pendukung terpenuhi;
menolak sebagian/seluruh permohonan penerbitan KKP
Domestik dengan menyvampaikan sural pemberitahuan
penolakan kepada KPA dalam hal hasil venfikasi atas
Surat Permohonan Penerbitan KKP Domestik dan
dokumen pendukung tidak terpenuhi;

melakukan kenaikan batasan belanja  {limi) KKP
Domestik secara sementara atau permanen dalam hal
informasi permintaan kenaikan batasan belanja (limit]
KKP Domestik secara sementara atau permanen telab
terpenuhi,

menolak permintaan kenaikan batasan belanja {limit} KKP
Domestik dalam hal informasi permintaan kenaikan
batasan belanja {imit) KKP Domestlik secara sementara
atau permanen tidak terpenuhi;

melakukan pengembalian batasan belanja flimif) KKP
Domestik ke batasan belanja (limitj awal;

menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKP Domestik
kepada Satker dan ditembuskan ke KPPN dalam hal
terdapat tagihan KKP Domestik vang belum dibayarkan
oleh Satker paling singkat 1 (satu)] bulan scjak tanggal
jatuh tempo pembayaran;

melakukan penyetoran  kembali  atas  keterlanjuran
pembayaran ke rekening BP/BPP,

melakukan penyetoran kembali ke rekening BP/BFP
dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali atas
keterlanjuran pembayaran telah terpenuhi;
memberitahukan kepada Administrator KKP Domestik
untuk memperbaiki permintaan penyetoran kembali
dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali atas
keterlanjuran pembayaran tidak terpenuhi;

menutup KKP Domestik berdasarkan surat penonaktifan;
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mcmbebaskan Satker dari biaya penggunasn KKP
Domestik, yang meliputi biaya keanggotaan, biaya
pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan e-banking,
biaya permintaan kenaiksn batasan belanja (fimif), biaya
pengunduhan dan pemasangan aplkasi KKP Domestik,
biava penggantian PIN, biaya salinan Billing Statement,
biaya pencetakan tambahan lembar tagihan, biaya
keterlambatan pembayaran, biaya  bunga atas
tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, dan biaya
penggunaan fasilitas afrport lounge yang berkerjasama
dengan KKP Domestik;

mengenakan biaya meterai dalam penggunaan KKP
Domestik;

melakukan penurunan balasan belanja (limif) KKP
Domestik  Satker secara permanen  berdasarkan
perubahan surat persetujuan besaran UP KKP Domestik
Satler dari KPPN;

melakukan monitoring dan  evaluasi  terhadap
penyelesaian perjanjian kerja sama Satker bagl yang
belum memiliki Kartu Kredit Pemerintah dan KKP
Domestik, jumlah Kementerian Negara/Lembaga dan
Satker yang menggunakan KKP Domestik, jumlah
Pemegang KKP Domestik, jumlah dan total lmit KKP
Domestik yang disctujui oleh Bank Penerbit KEKP
Domestik, ringkasan belanja dan pembayaran; dan
hambatan dan kendala;

menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP
Domestik Tingkat Perbankan secara bulanan; dan
melaksanakan sosialisasi penggunaan KKP Domestik
kepada Satker dan para pemangku ke pentingan.
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BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN LI COBA KKP DOMESTIK

Pasal 19

Uji coba pembayaran dengan KKP Domestik dilakukan

secara bertahap.

Tahapan pelaksanaan KKP Domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua)

tahap, yaitu:

a. tahap pertama untuk KKP Domestik dengan metode
transaksi melalui QRIS dari mobile banking dengan
menggunakan Skema Pemrosesan Domestik; dan

b. tahap kedua untuk KKP Domestik dengan
menggunakan kartu kredit secara fisik dan
tambahan metode transaksi QRIS dari mobile
banking yang saling interkoneksi dan interoperable
dengan menggunakan Skema Pemrosesan Domestik.

Pelaksanaan KKP Domestik scbagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan oleh Seluruh Satker:

a. paling cepat bulan Oktober 2022 untuk tahap
pertama; dan

b. paling cepat bulan Maret 2023 atau sesuai dengan
kesiapan pihak perbankan untuk tahap kedua.

Ketentuan mengenai pclaksanaan KKP Domestik tahap

kedua skan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan

mengenai penggunaan KKP Domestik.
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BAB VI

PELAKSANAAN KKP DOMESTIK TAHAP PERTAMA

Bagian Kesatu

Umuwrmn

Pasal 20

UP KKP Domestik merupakan bagian dari UP Kartu
Kredit Pemerintah yang dikelola oleh BP/BPP.

Besaran UP KKP Domestik dihitung dari proporsi UP
Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2] atau perubahan proporsi UP Kartu Kredit
Pemerintah yang telah disetujui oleh Kepala Kanwil DJPb
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagan Kedua
Permintaan Uang Persediaan KKP Domestik

Pasal 21

Dalam hal S8atker hanya memiliki UP Tunai berdasarkan

persetujuan dari KPPN, diatur sebagai benkut:

a. Satker mengajukan perubahan proporsifbesaran UP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

b. Pengajuan  perubahan  proporsifbesaran UP
scbagaimana dimaksud pada huruf a telah
mengakomodir kebutuhan Kartu Kredit Pemerintah
dan KKP Domestik.

¢, Pengajuan  perubahan  proporsifbesaran  UP
sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan
pada kesempatan pertama dalam bentuk surat
permohonan perubahan besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah ke KPPN dilampiri dengan Surat
Pernyataan UP dari KPA.

Dalam hal Satker telah memiliki UP Tunai dan UP Kartu

Kredit Pemerintah berdasarkan persetujuan dan KPPN,

diatur sebagai berilkut:
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Satker mengajukan perubahan proporsi/besaran UP
atau perubahan komposisi proporsi dalam UP Kartu
Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat [2).

Pengajuan perubahan proporsi/besaran UP atau
perubahan komposisi proporsi dalam UP Kartu
Kredit Pcmerintah scbagaimana dimaksud pada
huruf a telah mengakomodir kebutuhan Kartu Kredit
Pemerintah dan KKP Domestik,

Pengajuan perubahan proporsi/besaran UP atau
perubahan komposisi proporsi dalam UP Kartu
Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
huruf b, disampaikan pada kcsempatan pertama
dalam bentuk surat permohonan perubahan besaran
UP Kartu Kredit Pemerintah ke KPPN dilampiri
dengan Surat Pernyataan UP dari KPA.

(3) Dalam hal Satker belum memiliki UP Tunai dan UP Kartu
Kredit Pemerintah, diatur sebagai berikut:

.

BP menyampaikan kebutuhan UP Tunai, UP Kartu
Kredit Pemerintah, dan UP KKP Domestik Satker
kepada PPK.

Berdasarkan kebutuhan UP sebagaimana dimaksud
pada huruf a, PPK mencantumkan kebutuhan UP
KKP Domestik dalam Surat Pernyataan UP.

Surat Pernyataan UP schagaimana dimaksud pada
pada huruf b diterbitkan oleh KPA sebagai lampiran
surat permochonan besaran UP  Kartu Kredit
Pemerintah untuk digjukan pada saat penyampaian
SPM-UP Tunai ke KPPN.

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapalt kebutuhan perubahan besaran UP
KKP Domestik yang mengakibatkan:

.

perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah
atau komposisi proporsi dalam UP Kartu Kredit
Pemerintah schagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat {2);
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b. perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah
sebagaimana dimalisud dalam Pasal 6; atau

c. perubahan komposisi propersi dalam UP Kartu
Kredit Pemerintah sebapgaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2),

setelah adanya penyampaian SPM-UP Tunai, Satker

mengajukan surat permchonan perubahan besaran UP

Kartu Kredit Pemerintah ke KPPN,

Surat permohonan perubahan besaran UP Kartu Kredit

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan:

a. Surat Pernyataan UP dari KPA dan surat
persetujuan perubahan besaran UP/proporsi UP
Kartu Kredit Pemerintah dari Kanwil DJPb untuk
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
dan b; atau

b, Surat Pernyataan UP dari KPA untuk kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 23

Surat Pernyataan UP dari KPA scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) dibuat sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

(<]

Pasal 24

Atas dasar surat permohonan dan Surat Pernyataan UP
dari KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau
Pasal 22 ayat (2, KPPN melakukan penelitian
besaran/ proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah.

Dalam hal besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah
telah memenuhi ketentuan sechbagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2} dan/atau Pasal 6, KPPN
menerbitkan Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah Satker.
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Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah
Satker diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja
setclah SPM-UP Tunai, Surat Pernyataan UP, dan/atau
surat permohonan perubahan besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah Satker diterima oleh KPPN.

Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam
pengajuan UP dan/atau pengajuan perubahan besaran
UP EKartu Kredit Pemerintah Satker ke KPPN harus
melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP
Tunai, dan UP Kartu Kredit Pemerintah yang
mengakomodir kebutuhan Kartu Kredit Pemerintah dan
KKP Domestik yang dikelola oleh masing-masing BPP.
Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah
Satker dibuat sesuai dengan format tercantum dalam
Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 25

Berdasarkan Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit

Pemerintah  Satker sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2), KPPN melakukan pencatatan pagu jenis

belanja. yang dapat dibayarkan melalui UP, pagu jenis

belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit

Pemerintah, dan besaran /perubahan besaran/

perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah ke

dalam Kartu Pengawasan UP/TUP Kartu Kredit

Pemerintah milik KPPN.

Kartu Pengawasan UP/TUP Kartu Kredit Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk

memarntail:

a. lketersediman pagu jenis belanja yang dapat
dibayarkan melalui UP dan pagu jenis belanja yang
dapat dibayarkan melalui UP  Kartu Kredit
Pemerintah dan UP KKP Domestik Satker,

b. besaran/perubahan besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah dan UP KKP Domestik yang telah

disetujui KPPN;
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besaran batasan belanja (limit) Kartu Kredit
Pemerintah dan KKP Domestik yang diberikan oleh
pihak perbankan;

besaran TUP Kartu Kredit Pemerintah dan TUP KKP
Domestik; dan

transaksi belanja atas pengunaan UP Kartu Kredit
Pemerintah dan UP KKP Domestik.

Kartu Pengawasan UP/TUP Kartu Kredit Pemerintah
schagaimana dimaksud pada avat (2) paling sedikit

mermuat:

a. nama dan kode Satker;

b nomor DIPA;

c. tahun anggaran;

d. nama KPPN;

e. tanggal dan nomor dokumen sumber UP Kartu
Kredit Pemerintah;

.  pagu jenis belanja vang bisa dibayarkan melalui UP;
E. pagu jenis belanja vang bisa dibayarkan melalui UP
Kartu Kredit Pemerintah dan UP KKP Domestik;

h. besaran UP Satker per bulan;

i. perubahan besaran UP melampaui besaran UP
Satker per bulan;

j- besaran UP Kartu Kredit Pemerintah dan UP KKP
Domestik/perubahan  besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah dan UP KKP Domestik/perubahan
proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah dan UP KEP
Domestik/ perubahan komposisi proporsi UP Kartu
Kredit Pemerintah;

k. total batasan belanja (limif)y Kartu Kredit Pemerintah
dan KKP Domcstik;

l. tanggal dan nomor dokumen sumber TUP Kariu
Kredit Pemerintah dan TUP KKP Domestik;

m. kenaikan batasan belanja (limifj Kartu Kredit
Pemerintah/KEP  Domestik/TUP Kartu  Kredit
Pemerintah /TUP KKP Domestik;

n. transaksi belanja Kartu Kredit Pemerintah dan KKP

Domeslik;
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0. rekapitulasi UP Kartu Kredit Pemerintah dan UP
KKP Domestik/GUP Kartu Kredit Pemerintah dan
GUP KKP Domestil;

p. rekapitulasi TUP Kartu Kredit Pemerintah dan TUP
KKP Domestik/PTUP Kartu Kredit Pemerintah dan
PTUP KKP Domestik; dan

q.- keterangan.

Bagian Ketiga
Jenis KKP Domestik

Pasal 26

KKP Domestik terdiri atas:

a. KKP Domestik dengan menggunakan metode
transakst QRIS dan mobile banking dengan
menggunakan Skema Pemrosesan Domestik untuk
tahap pertama; dan

b. KEFP Domestik dengan menggunakan kartu kredit
secara fisik dan tambahan metode transaksi QRIS
dari mobile banking yang saling interkoneksi dan
interoperable dengan — menggunakan Skema
Pemrosesan Domestik untuk tahap kedua.

KKP Domestik dengan mengzunakan metode transalsi

QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

digunalkan untuk memenuhi keperluan belanja barang,

modal, dan perjalanan dinas jabatan.

Penggunaan KKP Domeatik diutamakan untuk pembelian

produk dalam negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro,

Usaha Kecil, dan Koperasi.

KKP Domestik untuk keperluan belanja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] digunakan untuk keperluan:

a, belanja barang operasional, antara lain belanja
keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan
makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan
belanja barang operasional lainnya;

b. belanja barang non operasional, antara lain belanja
bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
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c. belanja barang wuntuk persediaan, antara lain
belanja barang persediaan barang konsumsi;

d. belanja sewa;

e. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara
lain belanja pemelibaraan gedung dan bangunan,
belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan
bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan
bangunan lainnya;

f. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara
lain belanja pemcliharaan peralatan dan mesin,
belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan
pelumas khusus nonpertamina, belanja barang
persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan
belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnysa;

g. belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja
barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja
pemeliharaan lainnya;

h. belanja medal; dan/atau

i. perjalanan dinas jabatan untuk komponen
pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/atau
sewa kendaraan dalam kota.

Penggunaan KKP Domestik sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dilakukan dengan nilai belanja paling banyak

Ep200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah] untuk 1 (satu)

penerima pembayaran.

Penggunaan KKP Domestik scbagaimana dimaksud pada

ayat (5), hanya dapat dilakukan untuk transalksi

pengadaan barang/jasa vang merupakan produk dalam
negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi melalui sarana:

a, katalog clektronik dan toko daring yang disedialian
oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan  di  bidang kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan

b. marketplace berbasis platform pembayaran
pemerintah  yang disediakan olch Kementerian

Keuangan.
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Dalam hal KKP Domestik digunakan untuk transaksi di
luar sarana sebagaimana dimaksud pada avat (6), nilai
belanja  paling banyak wuntuk 1 (satu) penerima
pembayaran berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan APBN.

Batas tertinggl dan estimasi penggunaan KKP Domestik
untuk keperluan belanja sebaggimana dimaksud pada
ayat (4] berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Standar Biava Masukan.

Bagian Keempat
Jumlah Kepemilikan KKP Domestik

Pasal 27
Satker hanya diperkenankan memiliki Kartu Kredit
Pemerintah dan KKP Domestik dari 1 (satu] Bank
Penerbit.
Setiap Pemegang Kartu Kredit Pemerintah merupakan
Pemegang KKP Domestik,
Jumilah kepemilikan KKP Domestik sama dengan jumlah
kepemilikan Kartu Kredit Pemerintah yang disesuaikan
dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran
UP Kartu Kredit Pemerintah dari KPPN.

Bagian Kclima

Pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP Domestil

(1)

Pasal 28

Pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP

Domestik merupakan:

4. pejabat/pegawai Satker selaku Pemegang Kartu
Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit
Pemerintah; atau

b. pejabat/pegawai vang ditunjuk oleh KPA.
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Pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP
Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus
sebagai:

a. Pejabat Negara;

b. Pegawsi Negeri Sipil;

¢, Prajurit Tentara Nasional Indonesia; atau

d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai
Satker yang memenuhi syarat sebagaimana dimalksud
pada ayat (2], KPA dapal menetapkan pegawai lainnya
sebapai pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP
Domestik.

Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah pegawai nonPNS yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian / pejabat yang memiliki
kewenangan sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan, pada kementerian /lembaga
pemerintah nonkementerian/lembaga negara/lembaga
independen/lembaga lainnya selain lembaga
nonstruktural termasuk pegawai lainnya pada Badan
Layanan Umum.

Pejabat vyang memiliki kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yaitu pejabat yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan pengangkatan/
penandatanganan  perjanjian  kerja, pemindahan,
dan/atan pemberhentian pegawai nonPNS yang diatur
dalam kctentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 29

KKP Domestik untuk keperluan operasional kantor
dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat
struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang
ditugaskan woleh KPA/PPK untuk melaksanakan
pembelian / pengadaan barang/jasa.

KKP Domestik untuk keperluan perjalanan dinas jabatan
dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas.
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Bagian Keenam

Batasan Belanja dan Nominal Transalksi KKP Domestik

Pasal 30
Batasan belanja flimit) KKP Domestik dalam rangka
keperluan operasional kantor dan perjalanan dinas
jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak
sebesar Rpl10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah] untuk
setiap kartu kredit dalam 1 {satu) bulan.
Dalam hal kebutuhan penggunaan KKP Domestik Satker
memetlukan batasan belanja {limit) yang lebih besar dan
batasan belanja (limit} KKP Domestik sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1), dapat dilakukan
perubahan/penyesuaian untuk pertama kali dengan
tidak melampaui persetujuan besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah dari KPPN.
Nominal Transaksi KKP Domestik dibatasi paling banyak
Rp10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah} per transaksi.
Total batasan belanja (limit) KKP Domestik Satker paling
banvak sebesar UP KKP Domestik yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atan
persctujuan TUP KKP Domestile.
Total besaran UP KKP Domestik, penggunaan UP KKP
Domestik, danfatau persetujuan TUP KKP Domestik
dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja
vang bisa dibayarkan melalui UP KKP Domestik.
Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKFP
Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5] adalah
sebesar persetujuan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2] atau Pasal
& yang digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan
UP KKP Domestik dalam 1 (satu) tahun.
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BAB VIl

PENGAJUAN, PENGUNDUHAN, PEMASANGAN APLIKASI,

PENDAFTARAN [REGISTER), DAN PENGGUNAAN KKP
DOMESTIK

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 31
Satker wajib memiliki Kartu Kredit Pemerintah terlebih
dahulu sebelum melakukan pengajuan, pengunduhan,
pendaftaran (register], dan penggunaan KKP Domestik.
Dalam hal Satker belum memiliki Kartu Kredit
Pemerintah dan KKP Domestik, proses pengajuan kepada
Pihak Perbankan dapat dilakukan secara sekaligus,
Dalam hal Satker telah memiliki Kartu Kredit Pemerintah,
Satker  hanya mengajukan permintaan  untuk
pengunduhan, pemasangan aplikasi, dan pendaftaran
{register) KKP Domestik.
Mekanisme pengajuan, penerbitan, penyerahan, dan
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pembayaran dan Pengpunaan Kartu
Kredit Pemerintah.
Mckanisme pengajuan, pengunduhan, pemasangan
aplikasi, pendaftaran (register), dan penggunaan KKP
Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat
(3), mengikuti ketentuan scbagaimana diatur dalam

Peraturan Direlktur Jenderal ini.
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Bagian Kedua
Perjanjian Kerja Sama Induk

Pasal 32

DJPb melakukan perianjian kerja sama induk dengan

Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik mengenai

koordinasi pengembangan pelaksanaan pembayaran

dengan KKP Domestik dalam rangka standardisasi dan
percepatan  pelayanan pembayaran dengan KKP

Domestik.

Dalam hal Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik:

a, telah memiliki perjanjian kerja sama  induk
mengenai  koordinasi pengembangan pelaksanaan
pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dinyatakan
dapat digunakan sebagai perjanjian kerja sama
induk mengenai koordinasi pengembangan
pelaksanaan pembayvaran dengan KKP Domestlk.

b. belum memiliki perjanjian kerja sama induk
mengenai koordinasi pengembangan pelaksanaan
pembavaran dengan Kartu Kredit Pemerintah,
Kantor Pusat Bank dari masing-masing Bank
Penerbit KKP Domestik berkewajiban melakukan
perjanjian kerja sama induk terlebih dahulu dengan
DJIPh mengenai koordinasi pengembangan
pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran
dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebelum
penandatanpganan perjanjian kerja sama Satker.

Perjanjian kerja sama induk sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf b, dapat digunakan sebagai perjanjian

kerjia sama induk mengenai koordinasi pengembangan

pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestilk.
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Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja Sama Satker

Pasal 33
EPA menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KEP Domestik.
Bank Penerbit KKP Domestik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bank yang sama dengan tempat
rekening BP/BPP dibuka.

Pasal 34

Berdasarkan penunjukan Bank Penerbit KKP Domestik,
KPA melakukan perjanjian kerja sama Satker dengan
Pejabat Bank Penerbit KEP Domestik vang menjadi mitra
kerjanya.
Dalam hal terdapat perbedaan bank antara rekening BP
dengan rekening BFF, KPA melakukan perjanjian kerja
sama Satker dengan masing-masing Pcjabat Bank
Penerbit KKP Domestik tempat rekening BPF/BPP dibuka.
Perjanjian kerja sama Satker sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat [2) menggunakan perjanjian kerja
sama Satker yang telah ditetapkan sebelumnya mengenai
penerbitan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Dalam hal Satker belum memiliki perjanjian kerja sama

Satker mengenai penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada avat (3], diatur scbagai

berikut:

a. Pejabat Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi
mitra kerja Satker menandatangani perjanjian kerja
sama Satker paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
rancangan/draft perjanjian  kerja sama Satker
diterima secara lengkap dan benar.

b. Pengiriman rangkap 1 (satu) asli perjanjian kerja
sama Satker kepada KPA oleh Bank Penerbit KKP
Domestik dilakukan melalui sarana pengiriman
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tercepat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
perjanjian kerja sama Satker ditandatangani.

c. KPA menyampaikan salinan perjanjian kerja sama
Satker kepada KPPN secara langsung atau melalui
jasa pengiriman paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah perjanjian kerja sama Satker diterima.

d. rancangan/dmft perjanjian kerja sama Satker
sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan
rancangan/draft perjanjian kerja sama Satker
mengenal  penerbitan Kartu  Kredit Pemernintah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menten
Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah,

Bagan Keempart

Penetapan Pemegang KKP Domestik
dan Administrator KKP Domestik

Pasal 35
Berdasarkan perjanjian kerja sama Satker sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34, PPK menyampaikan Daltar
Usulan Pemegang KEKP Domestik dan Daftar Usulan
Administrator KKP Domestik kepada KPA.
Daftar Usulan Pemegang KKP Domestik dan Daltar
Usulan Administrator KKP Domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat/pegawai yang
sama dengan Dafltar Usulan Pemegang Kartu Kredit
Pemerintah dan Daftar Usulan Administrator Kartu
Kredit Pemerintah,
Pejabat/pegawai vang diusulkan sebagai Pemegang KKP
Domestik sebagaimana dimaksud pada ayal (2) harus
memiliki:
a. rekening tabungan pribadi yang sama dengan
tempat rckening BP/BPP dibuka; dan
b. gawai (handphone) pribadi berbasis ios/iphone atau
android.
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Dalam hal pejabat/pegawail yang diusulkan sebagai

Pemegang KKP Domestik belum memiliki rekening

tabungan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, diwajibkan membuka rekening tabungan pribadi

terlebih dahulu di tempat rekening BPF/BPP dibuka

sebelum diusulkan sebagai Pemegang KKP Domestik.

Daftar Usulan Pemegang KKP Domestik dan Daftar

Usulan Administrator KEKP Domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan nomor identitas pegawal pemegang KKP
Domestik;

b. tempat dan tanggal lahir pemegang KKP Domestik;

c. jabatan pemegang KKP Domestik;

d. kewenangan pemegang KKP Domestik;

e. batasan belanja {limit] KKP Domestik untuk masing-
masing pemegang KKP Domestik;

. alamat surat elektronik pemegang KKP Domestik;

g. nama dan nomor identitas pegawai Administrator
KKP Domestik;

h. tempat dan tanggal I[ahir Administrator KKP
Domestik;

i. jabatan Administrator KKP Domestil;

j. alamat surat elektronik Administrator KKP
Domestik; dan

k. nama dan nomor rekening tabungan pribadi
pemegang KKP Domestik yang sama dengan tempat
rekening BP/BPP dibuka.

Jumlah usulan Pemegang KKP Domestik dan

Administrator KKP Domestik adalah sama banyvaknya

dengan jumlash wusulan Pemegang Kartu Kredit

Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) PPK untuk 1 (satu)

DIPA, KPA menunjuk salah satu PPK sebagai koordinator

untuk menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKP

Domestik dan Daftar Usulan Administrator KKP

Domestik.
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KPA menyetujui/menolak sebagian/seluruhnyva Daftar
Usulan Pemegang KKP Domestik dan Daftar Usulan
Administrator KKP Domestik.

KPA menetapkan daftar Pemegang KKP Domestik dan
daftar Administrator KKP Domestik dalam satu surat
keputusan KPA.

Bagian Kelima

Pengajuan KKP Domestik

Pasal 36

Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik

kepada pihak perbankan dapat dilakukan secara

sekaligus sebagaimana dimakeud dalam Pasal 31 ayat

(2).

Dalam hal Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP

Domestik dilakukan secara sekaligus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, KPA menyampaikan Surat

Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan

KKP Domestik dilampiri:

a. Surat Referensi;
formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah dan KKP
Domestik dari bank berkenaan;

c. salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Satker
dan/atau NPWP Pemegang KKP Domestik;

e. salinan Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN;
dan

. salinan surat keputusan penunjukkan KPA.

Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

dan KKP Domestik dibuat sesuai dengan format tercantum

dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direkiur Jenderal in1.
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Pasal 37
Dalam hal Satker telah memiliki Kartu Kredit Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), KPA
menyampaikan Sural Permohonan Penerbitan KEKP
Domestik kepada pihak perbankan dilampiri:
a. Surat Referensi;
b. formulir aplikasi KKP Domestik dari bank
berkenaan;
c. salinan Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN;
dan
d. salinan surat keputusan penunjukkan KPA.
Surat Permohonan Penerbitan KEKP Domestik dibuat
sesual dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 38

Surat Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan

37

dibuat sesual dengan format tercantum dalam Lampiran

huruf E yang merupakan bagilan tidak terpisahkan dari
Peraturan Direkiur Jenderal ini.

(1}

(2]

Bagian Keenam

Pengunduhan dan Pemasangan Aplikasi KKP Domestik

Pasal 39
Bank Pencrbit KKP Domestilkk melakultan verifikas) atas

Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah
dan/atan KKP Domestik beserta dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal
37 ayat (1).

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
verifikasi atas persetujuan pemberian batasan belanja
flimit)] Kartu Kredit Pemerintah dan/atau KKP Domestik
yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pihak
perbankan dengan mempertimbangkan Surat
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Persetujuan Besaran UP Satker sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2).

Proses verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2] selesai dilaksanakan paling lambat & [enam)
hari kerja setelah Surat Permohonan Penerbitan Kartu
Eredit Pemerintah dan/atau KKP Domestik diterima oleh
pihak perbankan.

Pasal 40

Dalam hal hasil wverifikasi atas permohonan KKP

Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

terpenuhi, Bank Penerbit KKP Domestik menyampaikan:

a. pemberitahuan [notifikasi) melalui Short Massage
Service (SMS) atau sarana lainnya; dan

b. welcome pack dalam bentuk fisik surat melalui
sarana pengiriman tercepat,

kepada pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP

Domestik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil

atas verifikasi terpenuhi.

Atas pemberitahuan [notifikasi) dan/atau welcome pack

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KKFP

Domestik melakukan langkah-langkah sebagai beriloat:

a., memastikan  kembali  ketersediaan rekening
tabungan dan gawai f(handphone] berbasis
ios/ iphone atau android milik pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3);

b. mengunduh aplikasi mobile banking yang resmi
milik Bank Penerbit KKP Domestik melalui google
play store/apple store pada gawai (handphone)
pribadi; dan

c. melakukan pemasangan (menginstal} aplikasi mobile
bankirg.
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Untuk proses tindak lanjut dari hasil verifikasi atas
permchonan  Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah.

Pasal 41

Dalam hal hasil verifikasi atas permohonan KKP
Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3]
tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKP Domestik menolak
sebagian/seluruh permohonan penerbitan KKP Domestik
dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan
kepada KPA.

Penyampaian surat pemberitahuan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] disampaikan paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya proses
verifikasi tidak terpenuhi.

Ketentuan mengenai pengunduban dan  pemasangan
aplikasi mobile banking sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (2) berlaku mutafis mutandis dalam hal
permohonan  penerbitan  KEKP Domestik  disetujui

sebagian.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran (Register) dan Penggunaan KKP Domestik

Paragraf Kesatu
Surat Perjanjian Penggunaan KKP Domestik

Pasal 42
KPA menyusun Surat Perjanjian Penggunaan KKP
Domestik.
Surat Perjanjian Penggunaan KKP Domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] ditandatangani oleh KPA dan
Pemecgang KKP Domestik.
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Surat Perjanjian Penggunaan KKP Domestik antara KPA
dan Pemegang KKP Domestik, paling sedikit memuat:

a. defimisi/pengertian;

maksud dan tujuan;

ruang lingkup perjanjian,

oo

mekanisme pengunduhan, pemasangan aplikasi,
dan pendaftaran (register) KKP Domestik;
penggunaan KKP Domestik;

hak dan kewajiban para Pihalk;

batasan belanja (limit] KKP Domestilk;

pemegang KKP Domestik;

penghentian perjanjian;

j.  sanksi; dan

T ®E oo

k. penyelesaian perselisihan.

Pemegang KKP Domestik  menandatangani  Surat
Perjanjian Penggunaan KKP Domestik setelah melakukan
pemasangan (menginstal) aplikasi mobile banking pada
gawai (handphone) pribadi,

KPA menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan KKP
Domestik setelah terlebih dahulu dilakukan
penandatanganan oleh Pemegang KKP Domestik.

Paragraf Kedua
Pendaftaran (Register) dan Penggunaan KKP Domestik

Pasal 43

Pemegang KKP Domestik melakulan pendaftaran
(register] KKP Domestik pada aplikasi mobile banking
mengikuti mekanisme (ketentuan dari  masing-masing
Bank Penerbit KKP Domestil.

Dalam pendaftaran (register) KKP Domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemegang KKP Domestik akan
melakukan aktivasi kartu dan request PIN KKP Domestik
untuk pertama kali.
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Aktivasi kartu dan regquesi PIN KKP Domestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
masing-masing Pemegang KEKP Domestik  sesuai
mekanisme/ketentuan dari masing-masing Bank
Penerbit KKP Domestik.

Pasal 44
Setelah aktivasi Kartu dan reguest PIN KKP Domestik
selesai dilakukan, status KKP Domestik secara otomalis
aktif dan siap digunakan,
Pemegang KKP Domestik melakukan transaksi belanja
dengan KKP Domestik vang telah aktif/siap digunakean
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
metode transaksi melalui QRIS dari mobile banking sesuai
dengan kewenangan dan peruntukannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 pada penyedia barang/jasa
atau merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS
Dengan metode transaksi melalui QRIS scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), pembayaran transaksi belanja
pemerintah dapat dilakukan dengan tatap muka atau
tanpa tatap muka dengan sumber pendanasn (source of
Jund) dari KKP Domestik.
Tata cara/mekanisme penggunaan KKP Domestik dengan
metode transaksi melalui QRIS mengikuti ketentuan dari
masing-masing Bank Penerbit KKP Domestik,

Pasal 945

Pemegang KKP Domestik wajib merahasiakan nomor
kartu, PIN, One Time Password (OTP), dan masa berlaku
KKP Domestik.

Secara periodik Pemegang KKP Domestik aktif memeriksa
kondisi dan rincian transaksi KKP Domestik untuk
memastikan tidak terdapat transaksi yvang salah/tidak
dialkui (dispute).

Pemegang KKP Domestik dilarang memberikan informasi
mengenai data diri dan transaksi KKP Domestik kepada

siapapun.
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Dalam hal transaksi KKP Domestik dilakukan melalii
sarana media daring, Pemegang KKP Domestik memilih
merchani transaksi perdagangan melalui Sistem
Elektronik fe-commercel vang menvediakan fasilitas
keamanan untuk transaksi secara daring,

Dalam hal KKP Domestik tidak dipergunakan dalam
jangka waktu lama, Pemegang KKP Domestik dapat
mengajukan permohonarn penonaktifkan kepada
Administrator KKP Domestik.

Paragral Ketiga
Kenaikan Batasan Belanja KKP Domestik

Pasal 46

Satker melalui Administrator KKP Domestik dapat

meminta kenaikan batasan belanja {limif) KKP Domestik

secara sementara atau permanen Kepada Bank Penerbit

KEP Domestik.

Permintaan kenaikan batasan belanja (limit] KKFP

Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapat persetujuan dari KPA,

Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit)

KKP Domestik secara sementara dalam hal terdapat:

a. keperluan belanja operasional serta belanja modal
dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan meclcbihi
batasan belanja (limit} sebuah kartu yang telah
ditentukan; dan/atau

b. persetujuan TUF KKP Domestik.

Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit)

KKP Domestik secara permanen dalam hal terdapat:

a. keperluan operasional kantor serta belanja modal
dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi
batasan belanja (limit) scbuah kartu yang telah
ditentukan; dan/atau

b. kenaikan proporsi atau besaran UP KKP Domestik.
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Paragraf Keempat
Mekanisme Pengajuan Kenaikan Batasan Belanja
KKFP Domestik

Pasal 47
Pengajuan permintaan kenaikan batasan belanja (fimit)
KKP Domestik secara sementara atau  permanen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan
melalui surat elektronik danj/atau sarana tercepat
lainnya.
Untuk permintaan kenaikan batasan belanja (fimf) KKP
Domestik sccara sementara, Administrator KKP Domestik
harus menginformasikan:
a. nilai kenaikan batasan belanja ({fimit) KKP Domestik
(semula-menjadi);
b. periode kenaikan batasan belanja (hmit) KKP
Domestik (mulai-berakhir); dan
c. nomor dan nama KKP Domestik,
kepada Bank Penerbit KKP Domestik.
Untuk permintasn kenaikan batasan belanja (limit) KKP
Domestik secara permanen, Administrator KKP Domestik
harus menginformasikan:
a. nilai kenaikan batasan belanja {fimit) KKP Domestik
[semula-menjadi;
b. periode permanen; dan
c. nomor dan nama KKP Domestik,
kepada Bank Penerbit KKP Domestik,
Dalam hal informasi permintaan kenaikan batasan
belanja (limif)] KKP Domestik secara sementara atau
permanen scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) telah terpenuhi, Bank Penerbit KKP Domestik
melakukan kenaikan batasan belanja (limit) KKFP

Domestik secara sementara atau permancn.
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Dalam hal informasi permintaan kenaikan batasan
belanja  {limif) KKP Domestik secara sementara atau
permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3] tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKP Domestik
menolak permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKP
Domestik.

Total batasan belanja {limit) KKP Domestik vang dibernikan
oleh Bank Penerbit KKP Domestik kepada 1 (satu) Satker
paling banyak sebesar UP KKP Domestik yang telah
disetujui scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
dan /atau persetujuan TUP KKP Domestik,

Pasal 48
Administrator KKP Domestik melakukan monitoring
pengembalian  batasan belanja  {limit) KKP Domestik
secara sementara ke batasan belanja ({Timit) awal setelah
periode kenaikan batasan  belanja  (limif) sementara
berakhir.
Dalam hal batasan belanja (limif) KKP Domestik yang
dinaikkan secara sementara tidak kembali ke batasan
belanja (fimit) awal setelah periode berakchir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Administrator KKP Domestik
mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja
(limit) KKP Domestik ke batasan belanja (limit] awal
kepada Bank Penerbit KKP Domestik.
Pengajuan permintaan pengembalian batasan belanja
(limit} kepada Bank Penerbit KKP Domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat
clektronik dan/atau sarana tercepat lainnya.
Bank Penerbit KKP Domestik melakukan pengembalian
batasan belanja (limit) KKP Domestik ke batasan belanja
flimit) awal paling lambat 1 (satu} hari kerja setelah
pengajuan permintaan dari Administrator KKP Domestik.
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PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKP DOMESTIK

Bagian Kesatu
Penatausahaan Bukti-Bukt

Pasal 49
Pemegang KEKP Domestik  mengumpulkan dokumen
berupa:
a. Tagihan fe-billing)/ Daftar Tagihan Sementara;
b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/
Kontrak; dan
c. bukti-bukti pengeluaran,
Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit
KKP Domestik, vang paling sedikit memuat informasi:
a. nama pemegang KKP Domestik;
b. nomor KKP Domestik faccount rumber),
tanggal cetak Daftar Tagihan Scmentara;
tanggal transaksi (fransaction date);
e. tanggal pembukuan (pesting date);
keterangan (deseription),

on

=

g. nilai transaksi famounis}t dan

h. sub total tagihan.

Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ meliputi kuitansi/bukti pembelian.

Kuitansi/bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disertai dengan Surat Setoran Pajak (33P)

danfatau bukti penerimaan negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pemegang KKP Domestik membuat:

a, Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Operasional
Kantor Dengan KKP Domestik; dan/atau
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b. Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Perjalanan Dinas
Jabatan Dengan KKP Domestik,

Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Operasional Kantor
Dengan KKP Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} huruf a sesual dengan format tercantum dalam
Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Perjalanan Dinas
Jabatan Dengan KKP Domestik sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b sesuai dengan format tercantum
dalam Lampiran huruf G vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,

Bagian Kedua
Penagihan dan Penyclesaian Tagihan

Pasal 50

Pemecgang KKP Domestik  menyampaikan  Daftar
Pengeluaran Riil Keperluan Operasional Kantor Dengan
KKP Domestik danfatau Daftar Pengeluaran Riil
Keperluan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP
Domestik dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) kepada PPK paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah Tagihan (fe-billing)/Daftar Tagihan
Sementara diterima dari Bank Penerbit KKP Domestik.
Berdasarkan Daftar Pengeluaran Riil Keperluan
Operasional Kantor Dengan KEKP Domestik danjatau
Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Perjalanan Dinas
Jabatan Dengan KKP Domestik beserta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan
pengujian terhadap:

a. kebenaran data pihak yang berhak menerima

pembayaran atas beban APBN;
b. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti

pengeluaran;
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€. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar
Tagihan Sementara termasuk memperhitungkan
kewajiban penerima pembayaran kepada negara;

d. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran
dengan Tagihan fe-billing)/ Draftar Tagihan
Sementara;

e. kesesuaian jenis belanja vang dapat dibayarkan
dengan KKP Domestik; dan

f. kesesuaian  spesifikasi teknis dan  volume
barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen
serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang
diserahkan olch penyedia barang/jasa.

Berdasarkan hasil pengujian, PPK mengesahkan

sebagian/seluruhnya bukti-bulkti pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerbitkan

DPT KKP Domestik.

DPT KKP Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran

huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 51
Dalam hal terdapat buldti-bukti pengeluaran yang tidak
memenuhi  ketentuan, PPK  menolak  bukti-bukti
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2).
Penolakan  bukti-bukti  pengeluaran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemegang
KKP Domestik melalui Surat Pemberitahuan Penolakan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan
daftar pengeluaran rill  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (5] diterima.
Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum
dalam Lampiran huruf 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 52

Berdasarkan DPT KKP Domestik vang telah diterbitkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat (3), PPK atas
nama KPA menerbitkan SPBy paling lambat 2 {dua) hari
kerja setelah DPT KKP Domestik ditetapkan,

PPK menyampaikan SPBy sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) kepada BP/BPP paling lambat 1 {satu) hari kerja
sctelah diterbitkan, dilampiri dengan dokumen sebagai

berikut:

a. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/
Perjanjian / Kontrak;

b. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh
PPK;

¢, faktur pajak dan/atau Surat Setoran Pajak (S3F)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan;

d. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen
pendukung lainnya yang diperlukan yang telah
disahkan oleh PPk;

e. DPT KKP Domestik yang telah ditetapkan oleh PPE;
dan

f. Tagihan (e-billing}/ Dafltar Tagihan Sementara.

SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. tanggal dan nomor S3PBy;

b. jumlah tagihan KKP Domestik vang dibayarkan;

c. nomor rekening Bank Penerbit KKP Domestilk;

d. peruntukkan pembayaran;

e. dasar pembayaran,

f. pembebanan anggaran; dan

g. tanggal setujuflunas bayar serta penandatangan

SPBy.
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Bagian Ketiga
Pengujian Surat Perintah Bayar

Pasal 53
Berdasarkan SPBy scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2], BP/BPP:
a. melakukan pengujian atas SPBy;
b. melakukan pengujian ketersediaan dana UP KKP
Domestik; dan
c. melakukan penyvusunan daltar pungutan/potongan
pajak,/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy.
Daltar pungutan/potongan pajak sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan pungutan/potongan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tidak termasuk Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).
Pengujian atas SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan aleh PPK:
b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
1) pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran,
2) nilai tagihan yang harus dibayar;
3) jadwal waktu pembayaran; dan
4} ketersediaan dana yang bersangkutan.

pemeriksaan kesesuaian  pencapaian  keluaran

o

antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam
penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang
disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan
kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
Dalam hal pengujian SPBy telah memenuhi persyaratan,
BP/BPP mengajukan permintaan penggantian UF KKF
Domestik kepada PPK dengan menyampaikan SPBy,
daftar pungutan,/potongan pajak/bukan pajak atas
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tagihan dalam BSPBy, beserta dokumen pendukung
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 52 avat (2).
Pengajuan permintaan penggantian UP KKP Domestik
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling
lambat 2 [dua) hari kerja sejak SPBy diterima.

Dalam hal berdasarkan pengujian, SPBy tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan, BP/BPP menoclak SPBy
vang diajukan dan mengembalikan kepada PPK paling
lambat 2 {dua) hari kerja sejak SPBy diterima.

Bagian Keempat
Mekanisme Penerbitan SPP/SPM-GUP KKP Domestik

Pasal 54
Berdasarkan permintaan penggantian UP KKP Domestik
yang disampaikan oleh BP/BPP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 avat (4], PPK menerbitkan dan
menyampaikan SPP-GUP KKP Domestik kepada PPSPM
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dan
bukt-bukti pendukung diterima secara lengkap dan
benar.
Dalam penerbitan SPP-GUP KKP Domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK memastikan kelengkapan
pengisian data pada aplikasi yang disediakan oleh DJPb,
paling sedikit meliputi:
a. nama bank penerbit KKP Domestik;
b. nomor rekening BP/BPP;
. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat
Satker;
d. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat
Toko/Penyedia Barang/Jasa; dan
e. tanggal, rincian, dan nilai transaksi.
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Pasal 55
PPSPM melakukan pengujian atas SPP-GUP KKP
Domestik beserta dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) vang disampaikan oleh
PPEK.
Apabila SPP-GUP KKP Domestik telah sesuai dengan
ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM-GUP KKP Domestik
paling lambat 3 (lma) han kera setelah SPP-GUP KKP
Domestik diterima.
Dalam hal SPP-GUP KKP Domestik belum sesuai dengan
ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP-GUP KKP
Domestik kepada PPK paling lambat 2 [dua) hari kerja
sejak SPP-GUP KKP Domestik diterima aleh PPSPM.
PPSPM menandatangani SPM-GUP KKP Domestik yang
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada avat (2).
PPSPM menyampaikan SPM-GUP KKP Domestik beserta
arsip data komputer kepada KPPN paling lambat 2 {dua)
hari kerja setelah SPM-GUP KKP Domestik diterbitkan,

Pasal 56

Pengajuan SPP-GUP/SPM-GUP KKP Domestik diterbitkan
gecara terpisah dengan SPP-GUP Tunai/SPM-GUP Tunas,
Untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan,
pengajuan SPP-GUP/SPM-GUP KKP Domestik
mengegunakan 1 (satu) daftar nominauf perjalanan dinas
jabatan wyang khusus memuat kemponen pembayaran
vang berasal dan UP KKP Domestik.

Bagian Kelima
TUP KKP Domestik

Pasal 57
KPA dapat mengajukan TUP KKP Domestik untuk
membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak, tidak dapat
ditunda, dan/atau tidak dapat dilakukan Pembayaran
LS.
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Pengajuan TUP KKP Domestik dilakukan dengan
menyampaikan permohonan persetujuan TUP KKP
Domestik kepada Kepala KPPN disertai:

a. rencana nilai batasan belanja ([limit} TUP KKP
Domestik;

b. rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai
dengan TUP KKP Domestik yang ditandatangani oleh
KPA dan BP/BPP; dan

c. rencana periode penggunaan batasan belanja (limit}
TUP KKP Domestik {mulai-berakhir).

Pasal 58

Atas dasar permohonan persetujuan TUP KKP Domestik,

Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap:

a. nilai batasan belanja (iimit) TUP KKP Domestik
masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA;

b. pengeluaran pada rincian rencana penggunaan yang
akan dibiayvai dengan TUP KKP Domestik bukan
merupakan pengeluaran yang harus  dilakukan
dengan Pembayaran LS;

c. pertanggungjawaban TUP KKP Domestik
sebelumnyva;

d. periode penggunaan batasan belanja (limit) TUP KKP
Domestik yang akan diberikan [dari-hingga); dan

&, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalu UP
KEP Domestik.

Dalam hal pengajuan permochonan TUP KKP Domestik

telah memenuhi ketentuan, Kepala KPPN memberikan

persetujuan sebagian atau seluruhnya melalui penerbitan

Surat Persetujuan Pemberian TUP KKP Domestik.

Dalam hal pengajuan permohonan TUP KKF Domestik

tidak memenuhi ketentuan, Kepala KPPN menolak

permohonan TUP KKP Domestik.,

Persetujuan atau penclakan TUP KKP Domestik

disampaikan kepada KPA paling lambat 1 (satu) hari

kerja setelah surat pengajuan permohonan persctujuan

TUP KKP Domestik diterima KFFPN.
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Surat Persetujuan Pemberian TUP KKP Domestik
secbagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai
dengan format tercantum dalam Lampiran huruf J yvang
merupakan bapian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 59
Berdasarkan Sural Persetujuan Pemberian TUP EKEKP
Domestik, Administrator KKP Domestik mengajulian
permintaan kenaikan batasan belanja {limit)] KKP
Domestik secara sementara kepada Bank Penerbit KKP
Domestik melalui surat clektronik dan/fatau sarana
tercepat lainnya.
Untuk permintaan kenaikan batasan belanja (fimif)
secara sementara, Administrator KKP Domestik harus
menginformasikan:
a. nilai kenaikan batasan belanja (limify KKP Domestik
(semula-menjadil;
b. periode kenaikan batasan belanja (limif) KKP
Domestik (dari-hingga); dan
e, nomor dan nama KKP Domestik,
kepada Bank Penerbit KKP Domestik.
Dalam hal informasi permintaan kenaikan batasan
belanja (limit) KKP Domestik secara sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} telah terpenuhi,
Bank Penerbit KKP Domestik melakukan kenaikan
batasan belanja (limit) KKP Domestik secara sementara.
Dalam hal informasi permintaan kenaikan batasan
belanja (limif) KKP Domestik secara sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenubhi,
Bank Penerbit KKP Domestik menolak permintaan
kenaikan batasan belanja {limif} KKP Domestik.
Penggunaan TUP KKP Demestik berlaku untuk jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
Bank Penerbit KEKP Domestik melakukan kenaikan
batasan belanja (limit) KKP Domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat [3).
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TUP KKP Domestik harus dipertanggungjawabkan
scbelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Administrator KKP Domestik melakukan monitoring
pengembalian batasan belanja (limit) KKP Domestik
secara sementara ke batasan belanja {limit)] awal sctelah
masa berlaku penggunaan TUP KKP Domestik berakhir.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban TUP KKP Domestik

Pasal 60

Penatausahaan bukti-bukti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49, penagihan dan penyelesaian tagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan
Pasal 52, dan pengujian surat perintah bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat {2},
ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap
ketentuan penatausahaan bukti-bulti, penagihan dan
penyelesaian tagihan, dan pengujian surat perintah bayar
pada PTUP KKP Domestik.

Dalam hal pengujian SPBy sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah memenuhi persyaratan, BP/BPP
mengajukan permintaan pembayaran
pertanggungjawaban TUFP KKP Domestik kepada PPK
dengan menyampaikan SPBy, daftar pungutan/potongan
pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta
dokumen pendukung secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2).

Pengajuan permintaan pembayaran pertanggungjawaban
TUP KKP Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPBy

diterima.



Bagian Ketujuh
Mekanisme Penerbitan SPP/SPM-PTUP KKP Domestik

Pasal 61
Berdasarkan permintaan pembayaran pertangpungiawaban
TUP KKP Domestik vyang disampaikan oleh BP/BPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), PPK
menerbitkan dan menyampaikan SPP-PTUP KKP Domestik
kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulkti-
bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 62

(1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-PTUP KKP
Domestik beserta dekumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang disampaikan oleh
PPK,

(2) Apabila SPP-PTUP KKP Domestik telah sesuai dengan
ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM-PTUP KKP Domestik
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PTUP KEP
Domestik diterima.

(3) Dalam hal SPP-PTUP KKP Domestik belum sesuai dengan
ketentuan, PPSPM mengembalikan kepada PPK paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-PTUP KKP Domestik
diterima oleh PPSPM.

{4) PPSPM menandatangani SFM-FTUP KKP Domestik yang
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5] PPSPM menyampaikan SPM-PTUP KKP Domestik ke
KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM-PTUFP
KEP Domestik diterbitkan.

Pasal 63
Pengajuan SPP-GUP/SPM-GUF KKP Domestik sehagaimana
dimaleud dalam Pasal 56 berlakn mutatis mutandis terhadap
ketentuan pengajuan SPP-PTUP/SPM-FTUP KhP Domestik.
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Pasal 64
Seluruh  dokumen kelengkapan beserta bubkti-bulti
pendukung sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM
disimpan oleh PPSPM,
Dokumen kelengkapan beserta bukli-bukti pendukung
menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa
internal dan cksternal.

Bagian Kedelapan
Pengujian SPM oleh KPPN

Pasal 65

Berdasarkan pengajuan SPM-GUP KEKP Domestik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) dan SPM-
PTUP KKP Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 ayat (5), KPPN meclakukan pengujian atas SPM yang
diajukan oleh PPSPM.

Mekanisme pengujian SPM scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Kenangan mengenai taia cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

NEgara.

Bagian Kesembilan
Jenis Dokumen SPP-GUP/SPM-GUP KKP Domestik
Dan SPP-PTUP/SPM-PTUP KEP Domestik

Pasal 66

SPP-GUP/SPM-GUP KKP Domestik sebagaimana
dimaksud pada Pasal 56 menggunakan jenis dokumen
vang sama dengan pengajuan SPP-GUP/SPM-GUP kartu
Kredit Pemerintah,

SPP-PTUP/SPM-PTUP KKP Domestik sebagaimana
dimaksud pada Pasal 63 menggunakan jenis dokumen
vang sama dengan pengajuan SPP-FTUP/SPM-FTUF
Kartu Kredit Pemerintah.
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Jenis dokumen SPP-GUP/SPP-PTUP/SPM-GUFP/SPM-
PTUP Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan avat (2) mengikuti ketentuan
scbagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenal Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Penerbitan SP2D

Pasal 67
KPPN mencrbitkan SP2D atas SPM-GUP/SPM-PTUP KKP
Domestik yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan
pengujian vang dilakukan.
Dalam hal SPM-GUP/SPM-PTUP KKP Domestik tidak
memenuhi persvaratan, KPPN mengembalikan SPM-
GUFP/SPM-PTUP KKP Domestik beserta dokumen
pendukung kepada PP3PM.
Tata cara penyelesaian SP2D sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pembayaran  dalam  rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Bagian Kescbelas
Pembayaran Tagihan KKP Domestik

Pasal 68

Sebelum melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik,
BP/BFP melakukan pemungutan pemotongan
Pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy dan
melakukan penyetoran atas pemungutan/pemotongan
Pajak/bukan pajak ke kas Negara sesuai dengan daftar
pungutan [ potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (1) huruf c.
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BP melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik
melalui pendebitan rekening BP ke rckening Bank
Penerbit KKP Domestik paling lambat 2 (dua) hari kerja
setclah pencairan dana SP2D  diterima/masuk ke
rekening BP.

Untuk BP yang dibantu cleh beberapa BPP, pendebitan
rekening BP ke rekening BPP dilakukan BP paling lambat
1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana SP2D
diterima/masuk ke rekening BP.

BPP melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik
melalui pendebitan rekening BPP ke rekening Bank
Penerbit KKP Domestik paling lambat 1 {satu) hari kerja
gsetelah  pencairan dana SP2D  diterima/masuk ke
rekening BPP.

Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah
tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum
dalam DPT KKP Domestik.

Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan:

a. Layanan Perbankan Secara Elektronik; dan

b, Cek/bilyet giro.

Layanan Perbankan Secara Elcktromik sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) hurufl a berupa:

a. Internet Banking; atau

b. Kartu Debit.

Biaya vang timbul akibat pendebitan rekening
penggunaan Layanan Perbankan Secara Elektronik dari
Rekening BP/BPF schagaimana dimaksud pada ayat (G
dan ayat (7) dibebankan pada DIPA Kantor/Satker
berkenaan,

Tata cara pendebitan rekening BP/BPP scbagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan
kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja

NEegAaTH.
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Pasal 69
Dalam hal terdapat tagihan KKP Domestik yang belum
dibayarkan oleh Satker paling singkat 1 (satu) bulan
scjak tanggal jatuh tempo pembayaran, Bank Penerbit
KKP Domestik yang menjadi mitra kerja Satker
berkenaan menyampaikan laporan tunggakan tagihan
KKP Domestik kepada Satker dan ditembuskan ke KPPN,
Berdasarkan Laporan Tagihan KKP Domestik
schagaimana dimaksud pada avat (1), KPPN melakukan
koordinasi dengan Satker terkait.
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dilakukan untuk mengklarifikasi, menghimbau, dan
mendorong Satker melakukan percepatan penyelesaian
tagihan KKP Domestik yang belum dibayarkan.
Satker harus menyelesaikan tagihan KEKP Domestik
sebagaimana dimaksud pada avat (3) paling lambat 2
[dua) bulan sejak koordinasi dilakukan dengan KPPN.

BAB X

KETERLANJURAN PEMBAYARAN

DAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN

KKP DOMESTIK

Bagian Kesatu
Penyelesaian Atas Keterlanjuran Pembayaran
Tagihan KKP Domestik

Pasal 70O

Pembayaran atas tagihan KEFP Domestik kepada Bank
Penerbit KKP Domestik yvang melebihi tagihan/haknya
merupakan keterlanjuran pembayaran.

Reterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali oleh
Bank Penerbit KKP Domestik ke rekening BPF/BPP untuk
penyetoran kembali.

Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimintakan oleh Administrator KKP Domestik kepada
Bank Penerbit KKP Domcestik melalui surat elektronik
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dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat

persetujuan dari PPE.

Untuk permintaan penvetoran kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Administrator KKP Domestik

harus menginformasikan:

a. nilai keterlanjuran pembayaran;

b. nomor dan nama KKP Domestik;

c. bukti-bukti pembayaran/pemindahbubkuan yang
sah; dan

d. nomor rekening BP/BPP dan/atau rekening vang
ditunjuk untuk penyetoran kembali,

kepada Bank Penerbit KKF Domestik.

Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah

terpenuhi, Bank Penerbit KKFP Domestik melakukan

penvetoran kembali ke rekening BP/BPP dan/atau

rekening vang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja

setelah pengajuan permintaan penyetoran kembali oleh

Administrator KKP Domestik.

Dalam hal informasi permintaan penyctoran kembali

tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKP Domestik

memberitahukan kepada Administrator KKP Domestik

untuk memperbaiki permintaan penyetoran kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dan informasi

schagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Pengaduan Permasalahan Penggunaan KKP Domestik

Pagal 71
Pemegang KKP  Domestik  dapat menyampaikan
pengaduan terkait permasalahan dalam penggunaan KKP
Domestik.
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakukan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank
Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra kerjanya.
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Permasalahan dalam  penggunaan KKP Domestik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal:

a. pengenaan tambahan biaya atas transaksi
pembelanjaan (surcharge),

b. pengegeschkan ganda (double swipe) atas EKP
Domestil;

c. merchant/penyedia melayani penarikan uang tunai
dengan menggunakan KKP Domestik (Gestun);

d. pemegang KKP Domestik mengalami
perlakuan/penagihan dan agen penagh utang KKP
Domestik (debt collector);

e, gawal (handphone) hilang atau dicury; dan/atau
pencurian data/informasi KKP Domestik secara tidak
sah/ilegal oleh peretas (hacker) atau pthak lain.

Ketentuan mengenai tata cara pengaduan dan

penyclesaian permasalahan penggunaan KKP Domestik

mengikuti ketentuan / kebijakan masing-masing

Perbankan.

BAB Xl
PENONAKTIFAN KKP DOMESTIK

Pasal 72

KPA dapat melakukan penonaktifan KKP Domestik

karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu dari

Pemegang KKP Domestik.

Penyalahpunaan KKP Domestik sebagaimana dimalksd

pada ayat (1) terjadi dalam hal:

a. penggunaan KKP Domestik untuk pembayaran selain
keperluan operasional kantor dan perjalanan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2), dan ayat (3);

b. penggunaan KKP Domestik untuk pembayaran
keperluan operasional kantor tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen
penerimaan  barang/jasa  dengan spesifikasi teknis
yang disebutkan dalam dokumen rencana kegiatan;
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¢. manipulasi data antara Tagihan (fe-billing)/Daftar
Tagihan Sementara dengan bukti-bukti pengeluaran;
atan

d. penarikan Vang secars tunal

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terjadi dalam hal Pemegang KKP Domestik:

a. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;

b. djatuhi hukuman vang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

c. diberhentikan sebagai Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
pegawal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28:;

d. sakit berkepanjangan;

¢. meninggal dunia;

f.  tugas belajar; atau

g, mutasi/berpindah tempat kerja.

Pasal 73

Dalam hal berdasarkan hasil pengujian terhadap Daftar
Pengeluaran Riil Keperluan Operasional Kantor Dengan
KKP Domestik dan/atau Daftar Pengeluaran Riil
Keperluan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP
Domestik beserta dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdapat indikasi
penyalahgunaan KKP Domestik, PPK melakukan verifikasi
atas indikasi penvalahgunaan KKP Domestile.
Berdasarkan hasil verifikasi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), KPA menerbitkan Surat Peringatan kepada
Pemegang KKP  Domestik  dalam  hal  terjadi
penyalahgunaan KKP Domestik.
Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
diterbitlcan dengan ketentuan:
a. Surat Peringatan Pertama diterbitkan dalam hal

Pemegang KKP Domestik melakukan penyalahgunaan

KKP Domestik untuk pertama kalinya; dan
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b. BSurat Peringatan Kedua diterbitkan dalam hal
Pemegang KKP Domestik mengulangi
penvalabhgunaan KKP Domestik,

Penyampaian Surat Peringatan Pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a atau SBurat Peringatan

Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

tHdak mecnghilangkan kewajiban untuk menyelesaikan

akibat vang timbul atas penyalahgunaan KKP Domestik.

Pasal 74

Penonaktifan KKP Domestik karena penyalahgunaan

dilakukan dalam hal:

a, memenuhi kriteria keadaan tertentu sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3);

b. Pemepang KKP Domestik telah menerima Surat
Peringatan Pertama dan tidak menyelesaikan
kewgjiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat [3) huruf a; atau

¢c. Pemegang KKP Domestik telah menerima Surat
Peringatan Kedua.

Penonaktifan KKP Domestik  dilakukan  dengan

menerbitkan surat Penonaktifan KKP Domestik oleh KPA.

Surat Penonaktifan KKP Domestik sebagaimana dimaksud

pada ayat [1) disampaikan olch KPA kepada Bank Penerbit

KKP Domestik dengan tembusan kepada Pemegang KKP

Domestik.

Berdasarkan surat Penonaltifan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3], Bank Penerbit KKP Domestik menutup KKP

Domestik tersebut.

BAR XII
BIAYA PENGGUNAAN KKP DOMESTIK

Pasal 75
Bank Penerbit KKP Domestik membebaskan Satker darni
hiaya penggunaan KKP Domestik, meliputi:
a. biaya keanggotaan {membership feef
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b. biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan
e-banking;
biaya permintaan kenaikan batasan belanja {lirit};

d. biaya pengunduhan dan pemasangan aplikasi KKP
Domestik;

v

biaya penggantian PIN;

o

biaya salinan Billing Statement;
biava pencetakan tambahan lembar tagihan;
biaya keterlambatan pembayaran;

5 =

biaya bunga atas tunggakan /tagihan yvang terlambat
dibayarkan; dan

j.  biaya penggunaan fasilitas airport lounge vyang

berkerjasama dengan KKP Domestik.
Dalam penggunaan KKP Domestik, biaya vang
dibebankan pada APBN hanya biaya meterai

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 76
KPA melakukan pengawasan secara internal atas
kewajiban pembayaran tagihan KKP Domestik agar tidak
melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran.
Dalam mengantisipasi/ mencegah terjadinya
keterlambatan pembayaran tagihan KKP Domestik,
Satker membuat Standard Operating Procedure (SOP)
Internal terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian
tagihan, dan pertanggungjawaban KKP Domestik dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
S0P Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2
ditetapkan oleh KPA,
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BAB XIV

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Lrmam

Pasal 77
Pelaksanaan pembavaran dan pengpunaan KKP Domestik
dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
pembayaran dengan KKP Domestik sccara berjenjang dan
berkala.
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan wuntuk memastikan pelaksanaan
pembayaran dengan KKP Domestik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Monitoring dan cvaluasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan
Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP Domestik.
Moenitoring dan evaluasi scbagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh:
a. KPA;
b. KPPN;
¢, Kanwil Ditjen Perbendaharaan; dan
d. Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi oleh KPA

Pasal 78
KPA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
a, penyelesaian perjanjian kerja sama Satker;
b. status KKP Domestik;
c. jumlah dan total limit KKP Domestik yang disetujui
oleh Bank Penerbit KKP Domestik;
d. ringkasan belanja dan pembayaran; dan



(<)

(3)

(%)

(1)

(2)

(3]

(%)

- T -

e. hambatan dan kendala.

KPA menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Ewvaluasi
Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat
Satker secara trivulanan.

KPA menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) kepada
KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah periode
triwulanan berakhir.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembayaran dengan KKP Domestk Tingkat Satker dibuat
sesual dengan format tercantum dalam Lampiran huruf K
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Meonitoring dan Evaluasi oleh KPPN

Pasal 79
Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat
Satker, KPPN melakukan:
a. evaluasi pembayaran dan penggunaan KKP Domestik
oleh KPA; dan
b. penyusunan Rckapitulasi Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKF
Domestik Tingkat KPPN.
Dalam  penyusunan  Rekapitulasi Laporan  Hasil
Monitoring dan Evaluasi sebagai dimaksud ayat (1)
huruf b, KPPN dapat melakukan koordinasi dengan
Satker.
Dalam hal KPPN belum menerima Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP Domestik Tingkat Satker, KPPN meminta
Satker untuk melakukan percepatan penyampaian
laporan dimaksud.
KPPN menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) kepada Kanwil Difjen Perbendaharaan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah Laporan Hasil
Monitoring dan Ewaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP Domestik Tingkat Satker diterima.

(5) Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Ewvaluasi
Pelaksanaan Pembavaran dengan KKP Domestik Tingkat
KPPN dibuat sesuai dengan format tercantum dalam
Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direltur Jenderal ini.

Pasal 80
Dalam hal berdasarkan  hasil evaluasi sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) ditemukan
ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan
KKP Domestik dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (3), Kepala KPPN dapat memberikan surat
teguran kepada Satker.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Pasal 81

(1) Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tinghkat
KPPN, Kanwil DJPb menvusun Rekapitulasi Laporan
Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb,

(2) Kanwil DJPb menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil
Monitoring dan Ewvaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb kepada
Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tinghkat
Kanwil DJPb diterima.
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(3] Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Ewvaluasi
Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat
Kanwil DJPh dibuat sesual dengan format tercantum
dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagan tidak
terpisahkan dar Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 82
Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan
penggunaan KKP Domestik dengan laporan sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 81 ayat (1), Kepala Kanwil DJPb dapat
memberikan rckomendasi kepada Kepala KPPN untuk
memberikan surat teguran kepada KPA.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi oleh Direktorat Pelaksanaan
Anggaran

Pasal 83

(1) Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat
Kanwil DJPb, Direktorat Pelaksanaan Anggaran
menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik
Tingkat Pusat.

(2] Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
ditenukan ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran
dan penggunaan KKP Domestik dengan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bl ayat (2,
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dapat memberikan:

a. rekomendasi kepada Kepala KPPN  untuk
memberikan surat teguran kepada KPA; dan

b, rekomendasi kepada Pimpinan Unit Eselon I
Kementerian Negara/Lembaga terkait perbaikan
pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KRKP
Domestik di lingkungan Kementerian
Negara/Lembaga bersangkutan.
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Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi oleh Bank Penerbit KKP Domestik

Pasal 84

(1) Bank Penerbit KKP Domestik melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap:

a. jumlah Kementlerian Negara/Lembaga dan Satker
yvang menggunakan KKP Domestik;

b. jumlah KKP Domestik yang diterbitkan;

c. jumlah KKP Domestik yvang digunakan;
jenis pembayaran KKP Domestik;

e. total limit KKP Domestik yang disetujui oleh Bank
Penerbit KKP Domestik;

{. total sales volume KKP Domestik; dan

g. total transaksi Pembayaran KKP Domestik,

(2) Bank Penerbit KKP Domestik menyusun Laporan Hasil
Monitoring dan Ewvaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP Domestik Tingkat Perbankan secara
bulanan.

(3) Bank Penerbit KKP Domestik menyampaikan Laporan
Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran
paling lambat 10 (sepuluh] hari kerja setelah periode
bulanan berakhir dalam bentuk soffcopy ke alamat surat
elektronik subditpatigai@gmail.com atau sarana pengirim
tercepat lainnya.

(4) Laporan Hasil Monitonng dan Ewvaluasi Pelaksanaan
Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Perbankan
dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran
huruf N vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini,
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BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85
Ketentuan pelaksanaan pembavaran dan penggunaan KKP

Domestik pada akhir tahun anggaran diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 86

Ketentuan pembayaran dan penggunaan KKP Domestik

sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini

dikecualikan bagi Satker vang memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a. memiliki UP vang telah disetujui oleh KPPN paling
banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);

b. tidak memiliki UP dengan sumber dana berasal dari
rupiah murni;

c. UP dengan sumber dana berasal dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak;

d. UP untuk pengeluaran belanja pegawai dan bantuan
sosial;

e. Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan/atau

f. seluruh anggaran belanja Satker bersumber dan
hibah/pinjaman dalam negeri/luar negeri dan fatau surat

berharga syariah negara.

BARB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 87
Seluruh perjanjian kerja sama induk antara Direktur Jenderal
Perbendaharaan dengan Para Pimpinan Bank Penerbit Kartu
Kredit Pemerintah dalam pelaksanaan uji coba pembayaran
dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan UF yang telah
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ditandatangani sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai
berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diakui scbagai
perjanjian kerja sama induk antara Direktur Jenderal
Perbendaharaan dengan Para Pimpinan Bank Penerbit KKP
Domestik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 88
Seluruh perjanjian kerja sama Satker antara KPA dengan
Pejabat Bank Penerbit Katrtu Kredit Pemerintah yang telah
ditandatangani sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai
berlalu, dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai
perjanjian kerja sama Satker antara KPA dengan Pejabat Bank
Penerbit KKP Domestik berdasarkan Peraturan Direktur

Jenderal ini,

BAB XVl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

(1) Perjanjian kerja sama Satker, penetapan Pemegang KKP
Domestik dan Administrator KKP Domestik, surat
perjanjian antara KPA dengan Pemegang KKP Domestik,
dan surat permchonan penerbitan KKP Domestik yang
diperlukan untuk pembayaran dan penggunaan KEKP
Domestik dapat ditandatangani/ditetapkan sebelum
Tahun Anggaran dimulai.

(2) Perjanjian kerja sama Satker, penetapan Pemegang KhP
Domestik dan Administrator KKP Domestik, surat
perjanjian antara KPA dengan Pemegang KKP Domestik,
dan surat permohonan penerbitan KKP Domestik yang
ditandatangani/ditetapkan sebelum Tahun Anggaran
dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai
berlaku dan dilaksanakan sctelah DIPA berlaku efektif,
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Pasal 90
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 27 gktober 2022
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PERATURAN DIREXTUR JENDERAL PERBENDMHARAAN
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TERTANG TATA CARA FEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGEARAN
PENDAPATAN DAN BELANA NEGARA DENGAN MENGGURAKAN
KARTL KREDIT PEMERINTAH DOMESTIE

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

KOP SURAT
SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN
Nomor © 200004

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UF), yang bertanda tangan i
bawah ini :
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2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional
sehari-hari Satker dan/atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan
melalui pembayaran LS.

3. Bersedia untuk menyetorkan ke kas negara melalui BF, besaran/jumlah potongan
UP Tunai yang telah ditetapkan KPFPN atau melakukan pemotongan atas
penggantian UP Tunai yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan




KPPN schagai alabat tidak melakukan penggantian frevolving) UP Tunai minimal 1
{satu) kali dalam 1 {satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.

. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25%
{dua puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah
vang telah disetujui oleh KPPN scbagai akibat ditemukannya ketidaksesuaian
pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu
Kredit Pemerintah Tingkat Satker.

- Mematuhi besaran UP Tunai/ perubahan besaran UP Tunai, besaran UP Kartu Kredit
Femerintah /perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah, serta besaran KKP
Domestik/perubahan besaran KKP Domestik vang telah disetujui oleh KPPN dan
menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NO.

URALAN

(1)

Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

(2)

(3)

Dvizi dengan nama Satker Bagian Anggaran Keimnenterian Megara/Lembaga.
Diisi dengan nama Unit Kerja/ Organisasi) Eselon 1. o

(4

Disi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga.

(5

Diisl dengan tahun anggaran berjalan,

(B

Dhisi dengan nomor urut,

(7}

Diisi dengan total Pagu DIPA Satker BA K/ L (dalam Rupiah).

(&)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP selama 1 (satu)
tahun (dalam Rupiah).

(=

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarksn melalui UP Tunai selama 1
[satu) tahun yaitu sebesar 60% [enam puluh persen| der pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP [dalam Rupl&h]_-

(10}

Diisi dengan pagu jenis belanja ;.-a.ug dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit
Pemerintah selama 1 {satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
jenis belanja vang bisa dibayarkan melalui UP {dalam Rupiah).

(11}

Diisi dengan besaran UP Satker BA K/L per bulan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keumngan mengenai Tata Cara Pembayaran dalam ranglha
Pelakeanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dalam Rupiah).

(12}

Dhisi :lj:ngaﬂ.; p;:rubalmn besaran UP melampaui besaran UP Satker BA K/L per bulan
vang telah disetujui Kepala Kanwil DJFb setempat (dalam Rupiah).

(13}

Diisi dengan;

A, Besaran UP Tunai yaitu 60% dari besaran UP Satker BA K/ L per bulan atan 60%
dari perubahan besaran UP melampaul besaran UP Satker BA K/L per bulan yang
telah disetujui Kepala Kanwil DJPb sctempat [dalam Bupiah); atau

b. Perubashan proporsi UP Tunal yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 60%
dikalikan dengan besaran UP Satker BA K/L per bulan atau proporsi lebih
kecil/lebih besar dari 605 dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui
besaran UP Satuan Kerja BA K/L per bulan {dalam Rupiah). Penstapan perubahan |
proporsi UP Tunai diberlkan oleh Kepala Kanwil DJPh setempat. '

{14

Diiai dT:nga.n:

a. Besaran Kartu Kredit Pemerintah yaitu lebih kecil/dibawah 40% dari besaran UP
Satker BA K/L per bulan atau lebih kecil/dibawah 40% dari perubahan besaran
UP melampaui besaran UP Satker BA K/L per bulan yvang telah disetujui Kepala
Kanwil IWJPh setempat (dalam Bupiah); ataa

b. Perubahan proporsi Kartu Kredit Pemerintah yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar
dari 40% dikalikan dengan besaran UP Satker BA K/L per bulan atau proporsi
lebih kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan perubahan begaran UF
melampaui besaran UP Satker BA K/L per bulan [dalam Rupiah). Penetapan
perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah diberikan oleh EKepalan Kanwil

DJFPb setempat.

(15)

Diisi dengan:

a, Besaran KKP Domestik yaitu lebih keeil/dibawah 40% dari besaran UP Satker BA
K/L per bulan atau lebib kecil/dibawah 40% dari perubahan besaran LUP
melampaui besaran UP Satker BA K/ L per bulan yang telah disetujui Kepala Kanwil
[JPh setempat [dalam Rupiah]; atau




NO, URAIAN

b. Perubahan proporsi KKP Domestik yaitu proporsi lebih kecil,/ lebih besar dari 40%
dikalikan dengan besaran UP Satker BA K/L per bulan atau proporsi lebih
kecil flebih besar dari 40% dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui
besaran UP Satker BA K/L per bulan [dalam Rupdah}, Penetapan perubahan
proporsi KKP Domestik diberikan oleh Kepala Kanwil DuPh setempat.

(16) | Diisi dengan lokasi.

(17) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat Pernyataan UP.

L

(18) | Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas.,
(19) | Diisi dengan nama lengkap KPA,
(20) | Diisi dengan NIP KPA [apabila ada).
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B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH SATKER

KOP SURAT
KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA

Momor s B 1] fterriggel, Builarn, tahen)
Sifat 1 Segera

Lampiran LR | T

Hal : Persetujuan Besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja .....[(3)..... {-.-.{#....1)
IR )

1. Dasar:

a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ...(6}... /PB/2022 tentang Tata
Cara Pembayaran Atas Beban Bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dengen Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik;

b. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UPF) Tunai Nomor ...{7)... tanggal

| |

¢. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP dari KPA Satker ....[9).... Nomor ....{10]....
tanggal ....{11).....; dan/atau

d. Surat Pernyatasn UP dari KPA Satker ....(12).... Nomor ....{13).... tanggal ....(14}.....

2. Schubunpan dengan butir | tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan besaran

UP Satker adalah scbagai berikut:

, Pajll Jetiis Besoran UP Kartu Kredit Pemerintah
Paga Jeris | gupnia yang Perubshan | atau Perubahan Bessran UP Kartu
Belanja yarg dapat , | Besaran UP Fredit Pemerintah (409
depat dibayarian Besaran UP | o oand | Perubahan Proporsi UP Kartu Kredit
Ha, Pagu DOIFA dibayarksmn enalalnt L Rathker per e haran OB s
meelalii LIF Kartu Kradit Tadamy Satker per
ot Femerintal boudan -
e [ T e Kartu Kredit KEP Domestik
tahun Patnerintah
15, SL18], AT (18, (14, (3. S, 22
1. Copieh 1: Rpii miliar Bpd A milinr EpSd juta Fpl50 juts RpSl juta
Rpl5 milias
2, Contah 2 Fephs miliar Ep24 miliar RBpl.5 miliar RpA 50 juta Rp1580 juta
bpl5 miliar
: Contoh 3; Epdi milinr Ep2& miliar Rp500 jula Rp 10 jhutn R0 juta
BEpl5 mikiar
a4,




10,

11.

- -

UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-
hari Batker ... (23]...., kode ...[24).... atas beban DIPA TA...(25).....
No......[26).....tanggal....[27)..... dan tidak dapat digunakan untuk membiayai
pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran
Langesung (LS].

UP Kartu Kredit Pemecrintah merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam
bentuk batasan belanja (fimit) kredit kepada BF/BFF yang penggunaannya dilakukan
dengan Kartu Kredit Pemerintah,

UP KKP Domestk adalah uang muka kerja yang merupakan bagian dari UP Kartu
Kredit Pemerintah yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limif] kredit kepada
BP/BPFF yang penggunaannya dilakukan dengan KKP Domestik untuk membiavai
kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yvang menurat
gifat dan tuyjuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah mumi.

Total batasan belanja (limif) Kartu Kredit Pemerintah untuk masing-masing Satker
adalah paling banyak schesar UP Kartu Kredit Pemerintah vang telah disetujui
dan/atau persetujuan TUF Kartu Kredit Pemerintah.

Total batasan belanja (limif] KKP Domestik untulk masing-masing Satker adalah
paling banyvak scbesar UFP KKP Domestik yang telah disctujui dan/atau persetujuan
TUP KKP Domestik.

Mematuhi besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/UP KKP Domestil/perubahan
besaran UP Kartu Kredit Pemerintah/perubahan besaran UP KKP Domestilt/TUP
Kartu Kredit Pemerintah/TUP KKP Domestitk yang telah ditetapkan dan
menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah | KKP Domestik dilakukan dengan nilai belanja
paling banyak Rp200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah] untuk 1 (satu) penerima
pembayaran, kecuali pembayvaran untuk uang makan, vang lembur, honorarnium,
dan perjalanan dinas.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah /KKP Domestik sebagaimana dimaksud pada
angka 9, hanya dapat dilalukan untule transaksi pengadasn barang/jasa yang
merupakan produk dalam negeri vang disediakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil
melahn sarana:

a. katalog clektronik dan toko daring yang disediakan oleh lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan

b, marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah yvang disediakan oleh
Kementerian Kenangan,

Dalam hal Kartu Kredit Pemerintah/KKP Domestik digunakan untuk transaksi
diluar sarana sebagaimana dimaksud pada angka 10, milai belanja paling banyak
untuk 1 [satu] penerima pembayaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.



g

12, Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
dengan KKP Domestik dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan Satker Bagian

Angparan Kementerian Negara (Lembaga agar berpedoman pada Peraturan Direlotur
Jenderal Perbendaharaan Nomor ...(28),... /PB /2022 tentang Tata Cara Pembayaran

Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan KKP
Domestik.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor,

Tembusan:
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PETUNJUE PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATKER

N, URAIAN
(1] [iisi dengan nomor surat KPPN.
(2] Diigi dengan banvaknya lampiran surat.
(3 Diisi dengan nama Satker Bagian Anggaran Kementerian Negara Lembaga [(BA K/L).
4| [Ciisi dengan kode Satker BA K/ L.
[5] | Diisi dengan tempat, domisili/ alamat Satker BA K/ L.
T Diisi E:ngﬂ.n nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait. I
(7 izl dengan nomor 3PM UP Tunai Satker BA K/L yvang disampaikan kepada KPPN.
(1] Diigi dengan tanggal SPM UP Tunai Satker BA K/L yang disempaikan kepada KPPN.
[ Diizi dengan nama Satker BA I{J’T..
(10} | Diisi dengan nomor surst pf,-rmuh:man meh::.han ‘besaran UP dari KPA Satker BA H,.fL
[11} Diizi dengan tanggal surat permohonan perubahan besaran UP dan KPA Satker BA KfL
(12} | Diisi dengan nama Satker BA K/L.
(13) | Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dari KPA Satker BA I‘:,."L
[ (14) | Diisi dengan tanggal Sural Pernyataan dari KPA Satker BA K/L.
[15) Diisi d:ngan nomar urut,
(16) | Diisi dengan tatal pagu DIPA Satker BA K/ L (dalam rupiah).
[‘1 T | Dhisi dengan pagu jenis belanja vang bisa dibayarkan melalui UFP selama 1 (satu) tahun
dalam Rupiah|.
" (18) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit
Pemerintah selama 1 (8ati] tahun yaitu sebesar 0% (empat puluh persen) dari pagu
jenis belanja yang bisa dibayarkan melahn UP [dalam rapiah),
(18) | Diisi dengan besaran UP Satker BA K/L per bulan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenal Tata Cara Pembayaran Dalam  Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pmdapata.n Dan Belanja Negara (dalam rupiah),
{20) | Diisi dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP Satker BA K/L per bulan
yvang telah disetujui Kepala Kanwil DJPh aetempat [dalam rupiah].
(21) Diisi dengan: s i
a. Besaran Kartu Kredit Pemerintah yaitu lebih kecil/dibawah 40% dari besaran UP
Satker BA K/L per bulan atau lebih kecil /dibawah 40% dari perubahan besaran
UFP melampaui besaran UP Satker BA K/L per bulan yang telah disetujui Kepala
Kanwil OJPb actempat (dalam ruplah); atau

b. Perubahan proporsi Kartu Kredit Pemerintah yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar
dar] 40% dikalikan dengan besaran UP Satker BA K/L per bulan atau proporsi
lehih kecil/lebilh besar dari 40% dikeliken deéngan perubahan besaran UP
melampaui besaran UP Satker BA K/L per bulan (dalam rupiah). Penetapan
perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah diberikan oleh Kepala Kenwil
[LIPL sctempat.

{22} | Dii=i dengan:

a. Bezaran KKF Domestik yaita lebdh kecil/ dibaseah 40% dari besaran UP Satker BA
K/L per bulan atau lebih kecil/dibawah 40% dari perubahan besaran UF
melampaui besaran UP Satlker BA K/L per bulan yang telah disetujul Kepala Kanwil
DJPE setempat [dalam rupiah); atau

b. Perubahan proporsi KKP Domestik yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 40%
dikalikan dengan besaran UP Satker BA K/L per bulan atau proporsi lebih
kel lebih besar dari 4[!% d:ic:a.ilka.n dengan perubahan besaran UP me]ampau]

L e L P |
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besaran UP Satker BA K/L per bulan (dalam rupiah). Penetapan perubahan
proporai KKP Domestik diberikan oleh Kepala Kanwil DUPh setempat.
(23) | Diisi denpan nama Satker BA K/L.
(24} | Diisi dengan kode Satker BA K/L. =
(25) | Diisi dengan tahun anggaran DIPA Satker BA K L,
" (26) | Diisi dengan Nomor SP DIPA Satker BA K/L,
(27) | Diisl dengan tanggal pengesahan DIPA Satker BA K/ L.
(28) | Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan ini, .
(29} | Diisi dengan tanda tangan Kepala KFPN dan dibubuhi cap dinas.
(30} | Diisi dengan nama lengkap Kepala KPPN.
(31} | Diisi dengan NIP Kepala KPPN.
{32} Diigi dengan nama Kanwil Ditjen Perbendaharan setempat.

(33

e

Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKP Domestik vang menjadi mitra kerjanya.
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C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
DAN KKP DOMESTIK

KOF SUEAT

SATUAM EERJA
Nomor : S-...(1)... ftanggal, bulan, tahun}
Sifat : Segera
Lampiran @ ...[2)...
Hal : Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan KEP Domestilc
Yith.
TN, . ¢ e
di.....1H.....

Sehubunpgan dengan pelaksanaan Peraturan Direkiur Jenderal Perbendaharan
Nomor ..[3)..../PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Heban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan KKP Domestik, dengan ini kami
Satuan T USRS | ) PSR R i TR TR | ) P mengajukan permohonan  kepada

.A9).....untuk dapat menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik dalam
rangka pengegunaan Uang Persediaan dengan total batasan belanja (limif) EKartu Kredit

Pemerintah yang diajulkan sebesar Rp. ........ 51y BASRER (SRCRAS 4 i) MBS | dan KKP Domestik
sebesar Rp. ..o, | i - P - | O I _

Adapun pagu DIPA TA...[14).....8atuan Kerja...[15}....{....{18)....},c....[ 1T,
scbesar Rp. ........ (18] omis  —— i | S | dan Besaran Uang Persedisan sebesar
0+ (20)........ A o4 | VRS

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

Surat Referenai; _ I

Formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik dari bank berkenaan;
Salinan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF) Satker dan/atau NPWP Pemegang KKP
Domestil;

Salinan Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN; dan

Salinan Surat Keputusan Penunjukkan KPA.

apEs

™o

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Hormat kami,

KPA Satker . .vicommi < PO
Matera
Ep 10.000,00
............... 123).
............... 1.7 R ——
Tembusan:
1. Kepala Kanwil DJPb Provinsi ...[25].....5

2. Kepala KPP cveeucoesul26)usmsssnsnssnsaric
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAN KKP

DOMESTIK

N, URATAN

(1} | Diisi dengan nomor surat Satker BA h’.,-fi:. i

(2) | Diisi dengan hmyaiﬁﬁ-lamph'an surat,

[3) Drisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah / KKP
Diomestik yang menjadi mitra kerja Satker BA K/ L.

(4} | Diisi dengan tempat/domisilifalamat Bank Penerbit Kartu Kredit
Pemerintah (KKP Domestik yang menjadi mitra kerja Satker BA K/L. i

5) Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait. |

{6) ﬁﬁéi_dengan nama Satker BA K/L. !

(7] | Driisi denga.nkﬂ-l:lesatker BA E/L. '

{8) | Diisi dengan nama Kementerian NefgarafLen'Lhaga. |

{9) | Diisi dengan nama Bank Penerbit Kartu Kredit Pemetintah/KKP Domestik |
yang menjadi mitra ke:]a. Satker BA K/L.

(10} | Diisi dengan total batasan belanja (fimif) Kartu Kredit Pemerintah yang |
digjukan oleh Satlker BA K /L kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah
(dalam angla).

[11) | Diisi dengan total batasan belanja [Gmif] Kartu Kredit Pemerintah yang
diajukan oleh Satker BA K/L kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah
(dalam hurui).

(12} | Diisi dengan total batasan belanja (imif) KKF Domestik yang digjukan oleh
Satker BA K/L kepada Bank Penerbit KKP Domestik (dalam angka).

(13) | Diisi dengan total batasan belanja (limif) KKP Domestik yang diajukan olch
Satker BA K/L kepada Bank Penerbit KKP Domestik (dalam huruf).

(14) | Diisi dengen tahun anggaran berjalan.

[15) | Diisi dengan nama Satker BA K/L.

(16) | Diisi dengan kode Satker BA K/L.

(17) | Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga.

(18] | Diisi dengan besaran pagu DIPA (dalam angka). j

(19) Diiﬁvn:-lmgan besaran pagu DIFA {dalam huruf].

(20) | Diimi dengan besaran UP Batker BA K/L berdasarkan surat persetujuan
besaran UP dari KPPN [dalam angka).

{21) | Diisi dengan besaran UP Satker BA K/L berdasarkan surat persetujuan
besaran UP dari KPPN (dalam huruf].

(22) | Diisi dengan nama Satker BA K/L.

: [23] Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran,

(24) | Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran (apabila ada).

(25) | Diisi dengan nama Kanwil Ditjen Perbendaharan setempat. iy

(26) | Diisi dengan nama KPPN setempat.
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D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKP DOMESTIK

KOFP SURAT

SATUAN KERJA
Nomor : B [1)... (tanggal, bulan, tahurn)
Sifat ' Segera
Lampiran ! ...[2)...
Hal i Permohonan Penerbitan KKP Domestik
Yih.:
......... (3]..
di....[4)....

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan
Nomor ..(5)...../PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menppunakan KKP Domestik, dengan ini kami
Satuan  Kema....(6)....[c.-..(T)r)peceo{B].....  mengajukan  permohonan  kepada
voera(Fewuntuk dapat menerbitkan KKP Domestik dalam rangka penggunaan Uang
Persediaan dengan total batasan belanja (fimif) KKP Domestik yang diajukan sebesar Rp.
el o Tl N s %

Adapun pagu DIPA TA.....[12)...Saman Kerja...(13).....(....(14).....},-....(15).....
sebesar Rp. ... (18 1} P oy P | dan Besaran Uang Persediaan sebesar

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:
a. Surat Referensi;

b. Formulir aplikasi KKP Domestik dari bank berkenaan;
c. Salinan Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN; dan
d. Salinan Surat Keputusan penunjukkan KPA.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kezmih.

Hormiat kami,
KPA Satker .o ocieeieisans 14 1| PO
Materai
Rp10.000,00
B 1.2 ¢ CORRSRRRp
B . ke e s
Tembusan:
1. Kepala Kanwil DJPb Provingi ...[23).....;
2. Kepala KPPHN .......c.... PR, i s it
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKP DOMESTIK

MO, URAIAN
{1} Dijsicll:ngann::n_mnr surat Satker BA K/L.
{2] | Duim dengan banyvaknya lampiran surat. g,
(3) |Diisi dengan jabatan pejabat Bank Pencrbit KKP Domestik yang menjadi
mitra kerja Satlker BA K/L.
(4] |Diisi dengan tempat/domisili/alamat Bank Penerbit Kartu Kredit
Pemerintah / KKP Domestik yang menjadi mitra kerja Sather BA K/L.
(5) | Diisi dengan nomor Peraturan Direlctur Jenderal Perbendaharaan terkait, |
(6) | Diisi dengan nama Satker BA I{;L
(7) | Diisi dengan kode Satker BA K/L. 1
(8) | Dilsi dengan nama Kementerian hegara,-" L-embﬁgﬂ
(@) | Diisi dengan nama Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra kerja
Satker BA K/L.
{10] | Diisi dengan total batasan belanja |lfimi) KKP Domestik yang diajukan oleh
Satker BA K/L kepada Bank Penerbit KKP Domestik {dalam anghka).
(11) | Diisi dengan total batasan belanja (limif} KKP Domestik yang digjukan oleh
Satker BA K/L kepada Bank Penerbit KKP Domestik (dalam huruf).
[ (12) | Diisi dengan tahun anggaran berjalan. _
(13) | Diisi dengan nama Satker BA K/L.
(14) | Diisi dengan kode Satker BA K/L.
(15) | Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga.
(16) Diisi dengan besaran pagu DIPA (dalam angka), o
(17 | Diisi dengan besaran pagu DIFA (dalam huruf),
{18) | Diisi dengan besaran UP Satker BA KL berdasarkan surat persetujuan
besaran UP dari KFPN (dalam angka),
(10} | Diisi dengan besaran UP Satker BA K/L berdasarkan surab persetujusn
besaran UP dari KPPN (dalam huruf).
' (20) | Diisi dengan nama Satlker BA K/L.
[21) | Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran,
(22) | Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran [apabila ada]. i
(23) | Diisi dengan nama Kanwil Ditien Perbendaharan setempat.

(24)

Diisi dengan nama KPPN setempat.
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E. FORMAT SURAT REFERENSI

KOF SURAT
SATUAN KERJA

SURAT REFERENSI

...... il KIPPRNE i2]

¥Yih.:

Hal: Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik

Merujuk PI:'I'JEIH_]LBIl Kerjn Bama Antars e e e e s P e e i dengan
............... [2)... NORCE i T o SOPPPNRR PRI | i | ARRACCRRRNE A SRR [/ T PRI OO 1) SR
tanggal .... lEl ............ , dengan ind kami mengajukan permohonan untuk penerbitan Kartu
Kredit Pemerintah dan KKP Domestik untuk narna-nama sebagai berikut: _
| BATASAN | BATASAN
MOMOR MNAMA BELANJA BELADNJA
TGL REKENING | REKENING | gpypg | (MEMI) | (LIMIT) KKP
M. MAMA LAHIR JABATAN | TABUNGAN | TABUNGCAN KARTU i?él% DOMESTIK
(PRIBADI) (PRIBADT) PEMERIN
) - - | TAH —
J9) | a10)e. | of11).. 12,4 o f 13 o TR T be - PP e ) A 1 ]

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk mendapatkan Kartu Kredit
Pemerintah dan KKP Domestik vang pembayarannya ditenggung sepenuhnya oleh Satuan Kerda
kami sepanjang scsusi dengan ketentuan pembavaran belanja barang atas beban AFBN,

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP

Domestik untuk Satuan Kerja ............ (18}... ., maka Administrator Kartu Kredit Pemerintah
dan KKP Domestik yang kami tunjuk adalah:

Mama : I 1. |

Jabeban 0000 aiversesss ., | SRR

TeleponyFBE = s {21}..

Bl 0 Sdkaveeeee Vi | R

Admimistrator Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik tersebut diberikan hak/kuasa oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyampaikan kenaikan batasan belanja (Hmif) Kartuo
Kredit Pemerititah dan/atau KKP Domestik secars sementara ) permeanen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya divcapkan terima kasih.
Hormat kami,

KPA Baiker ....coooiimivan

Materi
Rp 10.000,00
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT REFERENSI
NO. URAIAN ’
(1) | Diisi dengan lokasi. i
(2) | Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Surat Referensi,
(3) | Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah
dan KKP Domestik yang menjadi mitra kerja Satker BA K/L.
(4) | Diisi dengan nama Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan KEP
Domestik.
(5) | Diisi dengan nama Satker BA K/L.
(6) | Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama.
 (7) | Diisi dengan nomer Perjanjian Kerja Sama.
(8) | Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.
(9) | Diisi dengan nomor urnat. ==

(10) | Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan KKP
Domestik.

(11) | Diisi dengan tanggal lahir Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan
KKP Domestik.

{1Z) | Diisi dengan jabatan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan KKP
Domestik.

(13) | Diisi dengan nomor rekening tabungan pribadi Pemcgang KKP |
Domestik pada bank yang sama dengan bank tempat rekening
BF/BPP dibuka.

(14) | Diisi dengan nama TEiic:ning tabungan pribadi Pcm:gﬂn'g. KKP
Domestik pada bank yang sama dengan bank tempat rekening
BP/BFP dibuka,

[15) | Diisi dengan jenis Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik, yang
terdiri dar:

a. Kartu Kredit Pemerintah/KKP Domestik untuk keperluan belanja
barang serta modal; atau

b. Kartu Kredit Pemerintah/KKP Domestik untuk keperluan belanja |
perjalanan dinas jabatan.

(16) | Diisi dengan nilai fimit Kartu Kredit Pemerintah,

(17) | Diisi dengan nilai imit KKP Domestik.

(18) | Diisi dengan nama Satker BA K/L. i)

(19) | Diisi dengan nama Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan KKP

Domestik, dengan ketentuan:
¢ Penunjukan Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan KKP
Domestik ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Kerja.
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| NO. URAIAN
* Tugas dan wewenang Administrator KKP Domestik diatur dalam
Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(20) | Diisi dengan jabatan Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan KKP
Domestik,

{E ﬁ | Diisi dengan nomor telepon/fax Administrator Kartu Kredit |
Pemerintah dan KKP Domestik.

(22) | Diisi dengan alamat email Administrator Kartu Kredit Pemerintah dan
KKP Domestik.

(23) | Diisi dengan nama Satker BA K/L.

(24) | Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran.

(25)

Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran.
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F. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEPERLUAN OPERASIONAL KANTOR

DENGAN KKP DOMESTIK

KOP SURAT
SATUAN KERJA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEPERLUAN OPERASIONAL KANTOR

DENGAN KKP DOMESTIK

Yang bertandatangan di bawah ini:
MNama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja
Nomor KKP Domestik

E ElERIENlS AR R R AR AL IR B I E N E TR IR

F BIASIELIEEIEALEELAEIAELAEIELINRAE RN ERIEEIR IR ETIN R

A1
A2
3]
-4
o)
.6

Berdasarkan pembayaran dengan KEP Domestik dalam rangka penggunean Uang

Persediaan, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rincian pengeluaran riil keperluan operasional kantor dengan KKP Domestik, scbagai

berilout:

Pembebanan Anggaran Bulkti

Rincian Jenis Jumlah
e Pengeluaran | Belanja Kode Kode R Uraian | ada | Tidak
KERD RO Esmponen Akun
dan Akun e §

T (8).. W9 | owfl0h | 2l). {12}, 13 | (4. | .05 | .16, |
Total {17)..

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikcluarkan untuk
pembayaran keperluan operasional kantor f Satker melalui KKP Domestik dan apabila
di kemudian hari terdapat kelebihan ates pembayaran, kami bersedia untuk

menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyatasn ini kami buat dengan schenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

e R e R R R s

Pemegang KKP Domestik,
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PETUNJURK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEPERLUAN OPERASIONAL KANTOR

DENGAN KKP DOMESTIK

NO. URAIAN
(1) | Diisi dengan nama Pemegang KKP Domestik.
{2) | Diisi dengan NIP Pemegang KKP Domestik (apabila ada).
(3] | Diisi dengan Pangkat/CGol. Ruang Pemegang KKP Domestik (apabila
ada).
(4) | Diisi dengan jabatan Pemegang KKP Domestik, g
i5) Diisi dengan unit kerja Pemegang KKP Domestik.
{6) | Diisi dengan nomor KKP Domestik.
{7) | Dii=i dengan nomor urut,
(8) | Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja
operasional yang dibayarkan dengan KKP Domestik.
" (@) | Diisi dengan jenis belanja yang sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 26 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(10) | Diisi dengan kode Klasifikasi Rincian Output (KRO). 1
(11) Diisi dengan kode Rincian Clutput [ED]
(12) | Diisi dengan kode komponen dan akun.
(13) | Diisi dengan uraian akun. ' d
(14) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran.
(15) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran,
(16) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKP Domestik. |
(17) | Diisi dengan total pembayaran dengan KKP Domestik.
(18) | Diisi dengan lokasi. 1
" [19) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun.
(20) | Diisi dengan tanda tangan Pemegang KKP Domestik.
(21) | Diisi dengan nama Pemegang KKP Domestik,
' (22) | Diisi dengan NIP Péfﬁega.ng KEKP Domestik fﬁﬁébﬂa ada).
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G. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEPERLUAN PERJALANAN DINAS
JABATAN DENGAN KKP DOMESTIK

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEPERLUAN PERJALANAN DINAS JABATAN

NIP T R o R R T A R VR RS 12)
Panglat/Gol. Ruang e e T R s 13)
Jabatan A L. S W — =]
Unit Kerja 8 R R e e
Nama Pemegang KKP Domestik e ok S s BB o b (B)
Nomor KKP Domestik - SPPRRUURRRPN LT o R — 7
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ..o 2 | R

bahwa:

KOF SURAT
SATUAN KERJA

DENGAN KKP DOMESTIK

Yang bertandatangan di bawah ini;

, dengan ini kami menyatakan dengan scsungguhnya

|. Rincian pengeluaran riil keperluan perjalanan dinas jabatan dengan KKP Domestik,

sebhagai berikut

Pembebanan Anggaran Bukt
Rincian ' Vil
HNo.
Pengeluaran Kode Kode Uraian Ada Tidak
Kxde RO | Komponen
BRE damn Alkun Akun =

{ ..10].. w1 1) [12)... {13]).. L ol 15 | «f16). | 4170 (18]
Total .{19)..

2. Jumlah uang terscbut pada angka 1 di atas benar-benar dilkeluarkan untuls
pembayaran perjalanan dinas dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersechut ke Kas Negara,

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya,

Mengetahui;
Pemegang KKP Domestik,

........ (2
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEPERLUAN PERJALANAN DINAS
JABATAN DENGAN KEP DOMESTIK

NO. URAIAN

(1) | Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD].

(2) | Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).

[3) | Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).

(4] Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas [SPD).

(5) | Diisi dengan unit kerja Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).

(6) Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKP Domestik yang digunakan.

{7] | Diisi dr.:ngan nomor KKP Domestik yang digunakan,

(8] | Diisi dengan nomor Surat Perjalanan Dinas (SPD).

(9] | Diisi dengan tanggal Surat Perjalanan Dinas (SPD).

(10} | Diisi dengan nomor urut.

(11) Diisi dengan rincian pcngeluamnftraﬁﬂaimi keperluan perjalanan dinas
jabatan yang dibayarkan dengan KKP Domestik.

(12} | Diisi dengan kode Klasifikasi Rincian Output (KRO).

(13) | Diisi dengan kode Rincian Output (RO).

(14) | Diisi dengan kode komponen dan akun.

(15) | Diisi dengan uraian akun.

{16) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran.
" {17) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran.

(18) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKP Domestik.

(19) | Diisi dengan total pembayaran dengan KKP Domestik.

{20) | Diisi dengan lokasi,

{21) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun.

{22} Diisi dengan tanda tangan Pelaksana Surat Fr::]ﬁ]anan Dinas EEPD}

(23) | Diisi dcugan nama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).

(24) | Diisi dengsm NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) (apabila ada).

(25) | Diisi dengan tanda tangan Pemegang KKP Domestik.

(26) | Diisi dengan nama Pemegang KKP Domestik.

(27) | Diisi dengan NIP Pemegang KKP Domestik (apabila ada),




H. FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKP DOMESTIK

-21 -

KOP SURAT
SATUAN KERJA

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKP DOMESTIK

BANK ........ {1}
Rinc Pembebanan Anggaran F:..Tuhmjah
. ncian | Pembayaran
Mo, Hama Ramicr KIF me Pengelua |
Domestik Belanja Flocih Kode Kode Kode Urai icdal
Komponen i
KRD RO o Ak l_ﬂku_n I rupich)
) O T - O e .(5).. {B).. P . [B).. S0 | 10 | Li11).
I
Bisya
Materai®)
Total l-Jlil‘l-
[13)crnriren . (14..........
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKP DOMESTIK

URAIAN

Diisi dengan nama Bank Penerbit KKP Domestik.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKP Domestik.

Diisi dengan nomor KKP Domestik.

Diisi dengan jenis belanja yang sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal 26 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Diisi dengan rincian pengeluaran, transaksi vang dibayarkan dengan
KKP Domestik.

*Untuk Biaya Meterai, apabila masuk dalam Tagihan
fe-billing)/ Daftar Tagihan Sementara, agar dimasukkan dalam rincian
pengeluaran untuk dibayarkan kepada Bank Penerbit KKP Domestik.

Diisi dengan kode Klasifikasi Rincian Output (KRO) pembebanan
anggaran tagihan KKP Domestik.

Diisi dengan kode Rincian Output (R0O) pembebanan anggaran
tagihan KKP Domestik.

Diisi dengan kode komponen dan alun pembebanan anggaran
tagihan KKP Domestik.

Diisi dengan uraian akun pembebanan anggaran tagihan KKP
Domestik.

Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas beban APBN untuk
masing-masing Pemegang KKP Domestik.

(12

Diisi dengan total yang harus dibayarkan atas beban APBN.

(13)

Diisi dengan lokasi.

{14)

Diisi dengan tanmi. bulan, dan tahun penandatanganan Daftar
Pembayaran Tagihan Pemegang KKFP Domestik.

(15)

Diisi dengan tanda tangan PPK dan dibubuhi cap dinas.

|18

| Diisi dengan nama lengkap PPK. .

[ {17]

| Diisi dengan NIP PPK.




Nomor

') 1 o I

e

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

KOP SURAT
SATUAN KERJA

S {1,
: Segera
i L1 | B
: Pemberitahuan Penolakan
Bukti-Bukti Pengeluaran KKP Domestik

ftanggal, bulan, tohun)

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ... (7). /PB/ 2022 tentang Tata Cara

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan
EKT Domestik;

L,

b. Daftar Pengeluaran Riil Keperluen Operasional I{antu-r Dengan KEEP Domestik an.
«(8]......... dengan nomor KKP Domestik....... (- P
€ Daftn: F::ugelum-an Bil Keperhian Peralanan Dinas Jal:r.ata.n Dengan KKP Domestik an.
(10, dengan nemor KEP Domeatile ... [11]... v danfatau
d. Tagt'han ﬁe-tu'!?r'.rtg}l.fﬂaftar Tagihan Sementara &0, ... {12] ......... dengan notmor KKP
Domestik .......[13)..........

2. Sghubungsn dengan butir 1 tersebut di ates dan berdasarkan hasil pengujinn oleh PPE,
dengan ind disampaikan rincian pengeluaran il keperluan operasional kantor danjatau
keperluan  perjalanan  dings  jabatan dengen KKP Domestik yang tidak dapat
digetujui/disahkan untuk dilakokan pembayaran atas beban APBN, melipoti:

= Pembebanan Anggaran Bk
Rincian Aln=zin
Na. Hode i Jumlnh BeL
Fengriuaran Kode Kode RO p—— Liralan fda Tidak Pennlakan
| kRO gl JIBT1 =
M B4 o[ 1], - 16)... LT, LB | (19, vl 121 23} [ 23).. 24k,
Total ..-IﬂE#-..

3. Selanjutnya, terhadap rinclan pengeluaran sebagaimana dimakeud pada angka 2, sesuad
dengan ketentuan, menjadi tanggung jawab pribadi Pemegang KKP Domestik dan harus
;ii'bqp.:,rnﬂtnn kepnl:lu. Bank Penerbit KEP Domesbl aebeliim l&hgﬂﬂij&ﬂl.h torm o pE;I:l'.‘I.hEI.}'FI-I'ﬂI'I--
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjagamanya dincapkan terima leasih,

Pejabat Pembuat Komitmen,
SAtKEr ..o 11 i) R
fnama jelas)
1] § 2R CF T TR

Tembusan:

Kuasa Pengguna Anggaran Satler...(28).....;
2. Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker ... (29)......



A

FPETUNJUE PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-EUKTI PENGELUARAN
EEF DOMESTIE
NO. URAIAN
| {1} | Diisi dengan nomor surat Satker BA K/L.
(2} | Diisi dengan banyaknya lampiran surat. |
(3} | Diisi dengan nama ﬁﬂmﬂgang KKP Domestik.
(4) | Diisi dengan jabatan Pemegang KKP Domestik {apabila ada)
(5) | Diisi dengan alamat Kantor Pemegang KKP Domestik.
(6] | Diisi dengan alamat tempat/domisili {alamat Satker BA K/L. i
(7} | Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbm:inharasn ini.
(8) | Diisi dengan nama Femegang KEF Domestik.
(9) | Diisi dengan nomor KKP Domestik.
(10) | Diisl dengan nama Pemegang KKP Domestik.
[11] | Diisi dengan nomor KKP Domestik,
(12] | Diisi dengan nama Pemegang KKP Domestik.
(13) | Diisi dengan nomor KKP Domestik,
[14] | Diisi dengan nomor urut, .
(15| | Diisi denpan rincian pengeluaran/transaksi keperluan operasional kantor
dan/atau keperluan perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan dengan KKP
Domestik. |
(16] | Diisi dengan kode Klasifikasi Rincian Output (KRO).
(17} | Diisi dengan kode Rincian Output [RO).
(18} | Diisi dengan kode komponen dan akun.
" {19) | Diisi dengan uraian akun, |
(20} | Diisi dengan tanda centang apabila tt.:rdapat bukti pengeluaran,
[21) | Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran,
|22) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKP Domestik,
{23) | Diisi dengan keterangan “Tidak Disetujui/Tidak Disahkan”
[24) | Diisi dengan penjelsan alasan rincian pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran
ditolal /tidak disetujui olch PPK.
[25] | Diisi dengan total pembayaran dengan KKP Domestik.
" {26) | Diisi dengan nama Satker BA K/ L.
(27) | Diisi dengan NIP PPK. B
(28} | Diisl dengan nama Satker BA KfL.

~(29)

Diisi dengan nama Satker BA K/L.
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J. FORMAT SURAT PERSETUJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KKP
DOMESTIK

EOPSURAT
KAMTOR PELAY AN AN
PERBENDAHARAAN NEGARA
Momor - TR | f ftanggal, bulan, tahun)
Bifat : Scgera
Lampiran b i) ves v
Hal '. F'E!'B-I:’tLIjuEl,n Tamhahan Uang Persediaan (TUP)

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja ..... 1) - [ | PN

1. Dasar:
a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ....{0)..../ PBf2022 tentang Tata Cara
Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan
KKP Domestik;
b. Surat permohonan persetujuan TUP KKF Domestik dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor

ol T tanggal .o ] P

2. Sehubungan dengan butir 1 terscbut di atas, dengan ini diberikan persetujuan TUP KKF
Dume.atlk herupa. 'i::na.il-:arl batasan belanja (limi) KKEP Domestik sementara scbesar

") P ey | | HES j untuk keperluan mendesak ... (L 1]
Satus.n Hi:rj-ﬂ. .......... [12] I . (I atas beban DIPA TA . 14}
No. 1eoerrea15]... tanggal .. SERRE s

3. Tup I{EP' E}ﬂmeat'k tn:lak dapat d.LgUnukan untuk membiavai (L3) dan hanya berlaku untuk
aaat ini serta tidak dapat diisi ulang [revolving}

4. TUP KKP Domestik berlaku untuk jangka walktu paling lama 30 (tiga puluh) han kalender sejak
Bank Penerbit KKP Domestik melakukan kenaikan batasan belanja fiimit) KKP Domestik.

5. Pertanggungjawaban TUFP KKP Domestik harus dilakukan scbelum tanggal jatuh tempo
pembayvaran.

6. Pembayaran hanya dapat dilakukan kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dengan
nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,- [dua ratus juta rupiiahy).

7. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dengan
KKP Domestik dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan agar berpedoman pada Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomot ....{17).... /FB/ 2022 tentang Tata Cara Pembayaran
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan KKP Domestik.

Demikian untuk menjadi perbatian,
Kepala Kantor,

fnama jelas)
MIF. ....(18). .

Tembusan:
1. Kepala Kanwil DJPb Provinsi ...(19).....;
2. (Pejabat Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra kerjanya).
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
KKP DOMESTIK

| URAIAN

NO.

(1) | Diisi dengan nomor surat KPPN,

(2] | Diisi dengan banyaknya lampiran surat.

{3) | Diisi dengan nama Satker BA K/L.

(4) | Diisi dengan kode Satker BA K/L. ==

(3) j Diisi dengan tempat/domisili/alamat Satker BA K/L.

{5) 1 Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(7) | Diisi dengan nomor surat pcrmnhnnan persetujuan TUP KKP Domestik
dari Satker BA K /L.

(8) | Diisi dengan tanggal surat permohonan persetujuan TUP KKP Domestik

| dari Satker BA K/L.
(9) | Diisi dengan nilai TUP KKP Domestik yang disetujui oleh KPPN berupa
| kenaikan batasan belanja (limif) KKP Domestik yang bersifat sementara

(dalam angka), -

(10) | Diisi dengan nilai TUP KKP Domestik yang disetujui oleh KPPN berupa
kenaikan batasan belanja (limifjy KKP Domestik yang bersifat sementara |
(dalam huruf).

(11) | Diisi dengan penjelasan/keterangan dari keperluan mendesak yang
diajukan/dimintakan oleh Satker BA K/L.

" {12) | Diisi dengan nama Satker BA K/L.

(13) | Diisi dengan kode Satker BA K/L.

(14} | Diisi dengan tahun anggaran berjalan.

{15) | Diisi dengan nomor 3P DIPA.

(16) | Diisi dengan tanggal pengesahan DIPA. |

{17} | Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. |

(18] | Diisi dengan NIP Kepala KPPN. ' '

(19) | Diisi dengan nama Kanwil Ditjen Perbendaharan setempat.
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PETUNJUEK PENGISIAN

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI FELAKSANAAN PEMBAYARAN

DENGAN KKP DOMESTIK TINGKAT SATKER

NO.

URAIAN

(1)

Diisi dengan perinde pelaporan, apakah termasuk Laporan Triwulan |
atau Triwulan 11 atau Triwulan I atau Triwulan IV.

(2)

Diisi dengan periode tanggal-bulan mulai dan berakhir serta tahun |
anggaran pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik,

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP Domestik Tingkat Satker disusun secara triwulanan.

3)

Diisi dengan nama dan kode Satker BA K/L.

(4)

Diisi dengan nama Kementerian Negara / Lembaga.

(5}

Diisi dengan nomor urut.

(6}

Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Eﬂjﬂ Sama.

(7)

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Persetujuan/Perubahan
Persetujuan Besaran UP KKP Domestik dar KPPN.

8)

Diisi dengan Besaran UP KKP Domestik atau Perubahan Besaran UP
KKP Domestik/Perubahan Komposisi UP KKP Domestik berdasarkan
Surat Persetujuan/Perubashan Persctujuan Besaran UP EKKP
Domestik dari KPPN.

(9)

Diisi dengan nama Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra |
kerja Satker BA K/L.

| (10)

Diisi dengan jumlah KKP Domestik yang diusulkan ke Bank Penerbit
KKP Domestik untuk diterbitkan.

C(11)

Diisi dengan jumlah KKP Domestik yang telah disetujui oleh Bank
Pencrbit KKP Domestik.

(12]

Diisi dengan jumlah KKP Domestik untuk keperluan Operasional

Kantor.

(13)

Diisi dengan total Limit KKP Domestik untuk keperluan Operasional
Kantor.

[ (14)

Diisi dengan jumiah KKP Domestik untuk keperluan Perjalanan Dinas
Jabatan.

(15)

Diisi dengan total Limit KKP Domestik untuk keperluan Perjalanan
Dinas Jabatan.




- 920 .

NO.

URAIAN

(16]

Diisi dengan tanggal cetak tagihan KKP Domestik setiap
bulan/periodenya sesusi dengan e-billing yang diterima oleh
Pemegang KKP Domestik dan/atau Administrator KKP Domestik.
Misal tanggal 20 Agustus 2020 atau 25 Scptember 2020, dan
seterusnya,

(17)

Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan KKP Domestik

setiap bulan/periodenya sesuai dengan e-billing yang diterima oleh
Pemegang KKP Domestik dan/atau Administrator KKP Domestik.
Misal tanggal 8 Agustus 2020 atau 15 Agustus 2020, dan seterusnya.

(18]

Diisi dengan total tagihan bank selama bulan berjalan sampai dengan
tanggal cetak tagihan (e-billing).

(19)

Diisi dengan tntﬁ'MﬁHaﬁ KKP Domestik vang dibayarkan dalam

setiap periode tagihan, dengan rincian:

a. Jumlah tagihan yang dibebankan kepada APBN; dan/atau

b. Jumlah tagihan yang dibebankan kepada Pemegang KKP
Domestik/ Pribadi.

(20}

Diisi dengan nomor dan tanggal SP2D GUP/SP2D PTUP KKP
Domestik yang diterbitkan oleh KPPN,

(21)

yang Diterbitkan,

Diisi dengan kapan/tanggal pembayaran tagihan kepada Bank
Penerhit KKP Domestik dari setiap SP2D GUP/PTUP KKP Domestik

(22)

Diisi dengan jenis transaksi belanja yang telah dilakukan dengan
menggunakan KKP Domestik. Contoh: Pembelian ATK, Tiket Pesawat,
Hotel, Konsumsi Rapat, dil.

(23]

Diisi dengan hambatan dan kendala selama pelaksanaan pembayaran
dengan KKP Domestik.

(24)

Diisi dengan lokasi.

(25)

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan laporan.

(26)

Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi Cap Dinas.

[ (27)

Diisi dengan nama f:ng-]i‘ap KPA.

(28)

Diisi dengan NIF KPA.
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L. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUAS] PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKP DOMESTIK TINGEAT

KFPN
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PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKP DOMESTIK TINGKAT KPPN

NO. URAIAN

——

(1) | Diisi dengan periode pelaporan, apakah termasuk Laporan Triwulan |
atau Triwulan II atau Triwulan Il atau Triwulan IV.

:2] Diisi dengan periode tanggal-bulan mulai dan berakhir serta tahun I
anggaran pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik. Laporan |
Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP
Domestik Tingkat KPPN disusun secara triwulanan.

(3) | Diisi dengan kode KPPN
(4) | Diisi dengan nomor urut.

(5) | Diisi dengan nama Kementerian Hcgﬂra,."l.tmbﬂga
(6) | Diisi dengan nama dan kode Satker BA K/L yang menjadi mitra kerja

KPPN setempat.

{7) | Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjihn Kerja Sama.

(8) | Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Persetujuan/Perubahan
Persetujuan Besaran UP KKP Domestik dari KFPN.

(9) | Diisi dengan Besaran UP KKP Domestik atau Perubahan Besaran UP

KKP Domestik/Perubahan Komposisi UP KKP Domestik berdasarkan |

Surat Persetujuan/Perubahan Persetujuan Besaran UP  KKP
Domestik dari KPPN.

(10) | Diisi dengan nama Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra
kerja Satker BA K/L.

(11) | Diisi dengan jumlah KKP Domestik yang diusulkan ke Bank Penerbit
KKP Domestik untuk diterbitkan.

(12) | Diisi dengan jumlah KKP Domestik yang sudah diterima/diterbitkan
oleh Bank Penerbit KKP Domestik.

(13) | Diisi dengan'_iu.mlah KKP Domestik untuk kepe:rfUan Operasional

Kantor.

(14) | Diisi dengan total Limit KKP Domestik untuk keperluan Operasional

Kantor.

(15) | Diisi dcngan jumlah KKP Domestik untuk keperluan Perjalanan Dinas |

Jabatan.

(18] Diisi dengan total Limit KKP Domestik untuk keperluan Perjalanan
| Dinas Jabatan. |

f
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NO. URAIAN

(17) | Diisi dengan tanggal cetak tagihan KKP Domestik setiap
bulan/periodenya sesuai dengan e-billing wang diterima oleh
Administrator KKP Domestik.

Mis. tanggal 20 Agustus 2020 atau 25 September 2020, dan
selerusnya.

(18) | Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan KKP Domestik
setiap bulan/periodenya sesuai dengan e-billing yang diterima oleh
Administrator KKP Domestik.

Mis. tanggal 8 Agustus 2020 atau 15 Agustus 2020, dan seterusnya.

(19) | Diisi &Engan total tagihan bank selama bulan E-Euja]a.n sampai dengan
tanggal cetak tagihan (e-billing).

(20) | Diisi dengan total tagihan KKP Domestik yang dibayarkan dalam
setiap periode tagihan, dengan rincian:

a. Jumlah tagihan yang dibebankan kepada APBN; dan/atau
b. Jumlah tagihan yang dibebankan kepada Pemegang KEKP
Domestik/Pribadi.

(21) | Diisi dengan nomor dan tanggal SP2D GUP/SP2D PTUP KKP
Domestik yang diterbitkan oleh KPPN.

(22) | Diisi dengan kapan/tanggal pembayaran tagihan kepada Bank
Penerbit KKP Domestik dari setiap SP2D GUP/PTUP Kartu Kredit

| Pemerintah yang Diterbitkan. i

(23) | Diisi dengan jenis transaksi belanja yang telah dilakukan dengan
menggunakan KKP Domestik. Contoh: Pembelian ATK, Tiket Pesawat,
Hotel, Konsumsi Rapat, dil.

{24) | Diisi dengan hambatan dan kendala sclama pelaksanaan pembayaran
dengan KKP Domestik.

(25) | Diisi dengan lokasi. d __

{26) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan laporan,

(27) | Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi Cap Dinas.

(28) | Diisi dengan nama lenglkap KPA. ]

(29]

Diisi dengan NIP KPA.
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M. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKP TINGKAT KANWIL
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PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DENGAN KKP TINGKAT KANWIL DJPb

NO,

URAIAN

(1)

e

(2}

e —

Diisi dengan periode pelaporan, ap.:el-ﬁé.h termasuk Laporan Triwulan [
atau Triwulan [T atau Triwulan Il atau Triwulan IV,

Diisi dengan periode tanggal-bulan mulai dan berakhir serta tahun |
anggaran pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb disusun secara
triwulanan.

Diizi nomor kode Kanwil DJPb

(4) | Diisi dengan nomor urut.

(5) |Diisi dengan nama dan kode KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil
DJPD.

(6] | Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga.

(7] | Diisi dengan nama dan kode Satker BA K/L yang menjadi mitra kerja
KPPN setempat.

(8) | Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Ketja Sama.

(@) | Diisi dengan nomor dan tanggal Surat F:metujuan.ﬂ'?cmﬁa.han
Persetujuan Besaran UP KKP Domestik dari KPPN.

(10} | Diisi dengan Besaran UP KKP Domestik atau Perubahan Besaran up
KKP Domestik/Perubahan Komposisi UP KKP Domestik berdasarkan
Surat Persetujuan,/Perubahan Persetujuan Besaran UP  KKP
Domestik dari KPPN.

(11} | Diisi dengan nama Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra
ketja Satker BA K/L.

(12) | Diisi dengan jumlah KKP Domestik yang diusulkan ke Bank Penerbit
KKP Domestik untuk diterbitkan.

(13) | Diisi dengan jumlah KKP Domestik yang sudah diterima/diterbitkan
oleh Bank Penerbit KKP Domestik.

[ (14) | Diisi dengan jumlah KEP Domestik untuk keperluan Operasional
Kantor.
“(15] | Diisi dengan total Limit KKP Domestik untuk keperluan Operasional

Eﬂntﬂr- — =

(16) | Diisi d;:ngan jumlah KKP Domestik untuk keperluan Perjalanan Dinas

Jabatan.




e I

URAIAN

MNO.

(17) | Diisi dengan total Limit KKP Domestik untuk keperluan Perjalanan
Dinas Jabatan,

(18] |Diisi dengan tanggal cetak tagihan KKP Domestik sctiap
bulan/periodenya sesuai dengan e-billing yang diterima oleh
Administrator KKP Domestilk.

Mis. tanggal 20 Agustus 2020 atau 25 Seplember 2020, dan
selerusnya.

(19) | Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan KKP Domestik
setiap bulan/periodenya sesuai dengan e-billing yang diterima oleh
Administrator KKP Domestik.

Mis. tanggal 8 Agustus 2020 atau 15 Agustus 2020, dan seterusnya.

" (20) | Diisi dengan total tagihan bank selama bulan berjalan sampai dengan
tanggal cetak tagihan (e-billing).

(21) | Diisi dengan total tagihan KKP Domestik yang dibayarkan dalam |
setiap periode tagihan, dengan rincian:

a. Jumlah tagihan yang dibebankan kepada APBN; dan/atau |
b. Jumlah tagihan yang dibebankan kepada Pemegang KKP
Domestik/ Pribadi.

{22) | Diisi dengan nomor dan tanggal SP2D GUP/SP2D PTUP KKP
Domestik yang diterbitkan oleh KPPN. o

(23) | Diisi dengan kapan/tanggal pembayaran tagihan kepada Bank
Penerbit KKP Domestik dari setiap SP2D GUP/PTUP KKP Domestik
yang Diterbitlan.

(24) | Diisi dengan jenis transaksi belanja yang telah dilakukan dengan
menggunakan KKP Domestik, Contoh: Pernbelian ATE, Tiket Pesawat,
Hotel, Konsumsi Rapat, dll.

(25) | Diisi dengan hambatan dan kendala selama pelaksanaan pembayaran
dengan KKP Domestik.

[26) | Diisi dengan lokasi.

(27} | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan laporan.

{28) | Diisi dengan tanda tangan KPA dan dibubuhi Cap Dinas. )

(29) | Diisi dengan nama lengkap KPA. |

(30) | Diisi dengan NIP KPA.
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N. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKP TINGKAT PERBANKAN

EOPSURAT
PIHAK PERBANKAN
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PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN FEMBAYARAN

DENGAN KKP DOMESTIK TINGEAT PERBANKAN

NO. URAIAN

(1) | Diisi dengan periode nama bulan pelaporan.

(2) | Diisi dengan periode tanggal-bulan mulai dan berakhir serta tahun
anggaran pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik.
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran
dengan KKP Domestik Tingkat Perbankan disusun secara bulanan.

(3] | Diisi dengan nama bank penerbit dan kode bank

(4] | Diisi dengan nomor urut.

(5] | Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga,

{6) | Diisi dengan nama dan kode Satker BA K/L terkait.

(7) | Diisi dengan Jumlah KKP Domestik yang diterbitkan Bank Penerbit
KKP Domestik.

(8] | Diisi dengan Jumlah KKP Domestik yang digunakan.

(9) | Diisi dengan jenis pembayaran KKP Domestik yang dipergunakan
untuk Airline (dalam Rupiah).

‘:_:1'5} Diisi dengan jenis pembayaran KKP Domestik yang dipergunakan

untuk Alat Tulis Kantor [ATK] [dalam Ruptah).

(11) | Diisi dengan jenis pembayaran KKP Domestik yang dipergunakan
untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) (dalam Rupiah).

(12) | Diisi dengan jenis pembayaran KKP Domestik yang dipergunakan
untuk Electronies (dalam Rupah). _

(13) | Diisi dengan jenis pembayaran KKP Domestik yang dipergunakan
untuk Hotel (dalam Rupiah).

" (14) | Diisi dengan jenis pc:mba:.mr&i: KKP Domestik }Qng dipergunakan

untuk Keperluan Perkantoran (dalam rupiahl,

(15) | Diisi dengan jenis pembayaran KKP Domestik yang dipergunakan
untuk Konsumsi Rapat (dalam n.tpia_-’r%‘,l.

(16) Diisi dengan jenis pembayaran KKP Domestik yang dipergunakan
untuk Service Kendaraan (dalam Rupiah).

(17) | Diisi dengan jenis pembayaran KKP Domestik yang dipergunakan

untuk Sewa Kendaraan (dalam rupiah).

(18]

Diisi dengan jenis pembayaran KKP Domestik yang dipergunakan
untuk Travel (dalam rupiahj).
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(19)

Diisi dengan je'ﬁisl pembay&ranT{KP Domestik vang dipergunakan
untuk pembayaran lainnya selain 10 kelompok yang telah disebutkan
sebelumnya (dalam rupiah).

"(20) | Diisi dengan total limit KKP Domestik vang telah disetujui oleh Bank

Penerbit KKP Domestik.

(21) | Diisi dengan total sales volume dari penggunaan KKP Domestik pada
bulan berkenaan.

(22) | Diisi dengan total transaksi pembayaran KKP Domestik pada bulan
berkenaan (dalam rupiah).

(23) | Diisi dengan lokasi.

(24) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan laporan,

(25) | Diisi dengan nama jabatan penandatanganan laporan.

(26) | Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pihak Perbankan dan dibubuhi
Cap/Stempel resmi.

(27) | Diisi dengan nama lengkap Pejabat yang menandatangani laporan,




